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ABSTRAK

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi darat merupakan unsur penting
dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. UU Nomor 2 Tahun
2022 tentag Perubahan Kedua atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan,
Pasal 46 ayat (2) menyatakan bahwa wewenang pemerintahs kota dalam
penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kota seperti melakukan
pengaturan, pembinaan, pembangunan,. dan. pengawasan. Namun dalam
kenyataan, di Banda Aceh masih banyak terdapat jalan yang rusak yang tidak
diperbaiki atau diberi “tanda, schingga dapat mengakibatkan kendaraan
kecelakaan lalu lintas. Adapun lyang menjadi’ rumusan masalahnya adalah
bagaimana implementasi pemberlakuan UU Nomor38 Tahun 2004 tentang Jalan
di Kota Banda Aceh, dan apakendala yang dihadapi terhadap,perbaikan jalan di
kota Banda Aceh. Jenis penelitian yang” digunnakan adalah penelitian yuridis
empiris dengan menggunakan< pendekatan | kualitatif yang bertujuan untuk
menjawab permasalahan. Hasil penelittan menjelaskan bahwa peran Dinas PUPR
Kota Banda Aceh dalam memperbaiki-jalan-yang rusak sudah menunjukkan
perannya sebagai penyelanggara-térhadap'jalan dengan status jalan kota di Kota
Banda Aceh walaupun masih terdapat sejumlah kendala. Adapun jalan yang
berada secara wilayah hukum Kota Banda Aceh tidak semua jalan tersebut
menjadi tanggung jawab dari Dinas PUPR Kota Banda Aceh sebagai pihak
penyelanggaranya khususnya dalam memperbaikinya. Dalam memperbaikinya
harus menentukan terlebih dahulu status jalan yang rusak itu apakah termasuk
jalan kota ataupun bukan (jalan nasional dan provinsi). Dalam menentukan status
jalan rusak Tim Reksi Cepat (TRC) pada Bina Marga Dinas PUPR Kota Banda
Aceh menurunkan tim survey untuk mengecek kondisi jalan dan mendata untuk
memperoleh estimasi kebutuhan bahan dan anggaran. Kendala Dinas PUPR Kota
Banda Aceh dalam melakukan perbaikan jalan di Wilayah Hukum Kota Banda
Aceh yaitu: Terbatasnya dana operasional dalam memperbaiki jalan rusak,
Kurangnya SDM, Peralatan belum memadai, Banyak kendaraan berat yang
melintasi jalan, dan Status jalan rusak bukan menjadi kewenagan PUPR Kota
Banda Aceh dalam memperbaiki jalan rusak tersebut.
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TRANSLITERASI
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 — Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi
dengan huruf dan tanda sekaligus.«/Diybawah ini daftar huruf Arab itu dan
transliterasinya dengan huruflsatin.

Huruf Huruf Huruf Huruf
Arab Nama Latin bk Arab Naga Latin Nama
tidak di- | . . te (dengan
| Alif /| lambang Edra:kkdlrllam- L g7 t} titik di
-kan b K i bawah)
zet (dengan
< | Ba& b be b z}a z{ titik di
bawah)
koma
o ||Ta’ t te d ‘ain ¢ terbalik (di
atas)
. ) esi(dengan . ,
= | @ o H g Jee
z | Jm j je L& Fa’ f ef
Y ha (dengan ti- 3 _ .
c |Ha . TR gy |«
c Kha’ kh ka dan ha - Kaf k ka
> Dal d de 3 Lam 1 el
. zet (dengan -
3 Zal Z titik di atas) ¢ Mim m em
B R r er ) Nin n en
J Zai z zet 9 Wau w we
o | Sin S es 2 Ha’ h ha
o | Sym sy es dan ye ¢ Hamzah ¢ apostrof
es (dengan ti- -
oo |Stad | sk G dibawahy | | Y8 y o |ye
. D{a de (dengan ti-
Sy 4t | ik di bawah)
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2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau
harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
Z Fath}ah a a
- Kasrah i 1
: D{ammah 0 u
2) Vokal'rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan
antara harkat dan.huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama huruf Gabungan huruf Nama
s . Fath}ah dan ya’ ai a dan i
j./. Fathiah dan viau au adanu
Contoh:
S - kataba
Ju - fa‘ala
}f} > - Zukira
C‘.A-L’ - yazhabu
J-::/ﬁ:::- e:fi::»:,u -su'ila
CAZ/f - kaifa
J}fb - haula
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Nama Huruf dan Nama
huruf Tanda
[T Fathiah iZ‘I} alif atau a a dan garis di atas
... Kasrah dan ya’ 1 i dan garis di atas
5. D{ammah dan wau a u dan garis di atas
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Contoh:

Jé - qala
< -rama
g2 -qila

3}3-’ - yaqiilu

4. Ta’ marbitlah
Transliterasi untuk ta’ marb

ta’ marbiit}ah mati, berik
1. Ta’ marbit}lah b

ada dua, yaitu ta@’ marbiit}ah hidup dan

akat fath{ah, kasrah dan

oleh kata
itu terpisah

sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda
syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan
huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:
& - rabbana
J} - nazzala
W - al-birr
= -al-hlajj

o= -nulima



6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu al, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata
sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf
qamariyyah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah, ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama
dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh _huruf gamariyyah ditransliterasikan sesuai
aturan yang digariskan«di depan dan Sesuai dengan bunyinya. Baik dikuti
huruf syamsiyygh maupun buruf gamariyyah, kata sandang ditulis
terpisah dari_ kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda
sempang!

Contoh:

gt - ar-rajulu

s - as-sayyidatu

z

S - asy-syamsu
(’J-EJ\ - al-galainu
mA - al-badi'u
e (- aljalatu
7. Hamzah
Dinyatakan di depan~bahwa hamzah-ditransliterasikan dengan apostrof.

Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.
Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan

Arab berupa alif.

Contoh:
IS o
05426 - ta’khuziina
1341 - an-nau’
togh - syai’un
ol - inna
, Lt
el - umirtu

P
-

7 - akala
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8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah.
Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan
maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain

yang mengikutinya.
Contoh:

S e @l O

Laliisy BEE &) o
\ Eo A Lo ws

Wa inmnallaha lahuwa khair ar-razigin
Wa innallaha lahuwa khairurrazigin
Wa auf al-kaila wa=almizan

Wa auful-kaila wal-mizan

Ibrahim al-Khalil

Ibrahimul-Khalil

Bismillahi majrahd wa mursaha

Walilldhi ‘alan-nasi h{ijju al-baiti

M i\-J‘ Can-w‘ o~ man istat}a‘a ilaihi sabila.
Walillaht ‘alaw-nasi h{ijjul-baiti
Manistat}a ‘a ilaihi sabila

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Asab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi‘ini huruf tersebut digunakan juga’ Penggunaan huruf kapital seperti
apa yang berlaku dalam EYD,=di; antaranya: Huruf kapital digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama-dirrdan-permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu
didahului oleh kata sandang, maka‘yang ditiili§ dengan huruf kapital tetap huruf
awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:
Js {f\ 2 G5 Wa ma Muh{ammadun illa rasil
L;m U»LU &5 o iHi :)\ Inna awwala baitin wud{i‘a linnasi lallazi
W bibakkata mubarakan

:)/\de\ ad J):\ L“;./,'CS\ Oa®) 36 Syahru Ramad{an al-lazt unzila fih al -Qur’anu
Syahru Ramad{anal-lazi unzila fihil Qur’anu

Sl b

P

Yb 5, 335 Wa lagad ra’ahu bil-ufug al-mubin
Wa lagad ra’ahu bil-ufuqil-mubini
Alh{amdu lillahi rabbi al-‘alamin

Alh}amdu lillahi rabbil ‘alamin

Gl &5 A2
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Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital
tidak dipergunakan.

Contoh:

C»} “é.d; & i 325 Nasjrun minallahi wa fath{un qarib

¥ }«Y\ & Lillahi al-amru jami ‘an
Lillahil-amiu jami ‘an
P A W5 Wallaha bikulli syai'in “alim

10. Tajwid

Bagi smereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.
Karenasitu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman
tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia Jditulis seperti biasa tanpa
transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail/ Sedangkan nama-nama lainnya
ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh:S {amad ibn Sulaiman.

2. Nama mnegara dan kota difulis, mentirut ¢jaan Bahasa Indonesia, seperti
Mesir, bukan Mis}r; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

3. Kata-kata" yang sudah dipakaiii(serapan) dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia tidak ditransliterasi-Contoh:Tasauf, bukan Tasawuf.
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jalan merupakan prasarana infrastruktur dasar yang dibutuhkan menusia
untuk dapat melakukan pergerakan dari suatu lokasi ke lokasi lainnya dalam
rangka pemenuhan kebutuhanshidup. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun
2004 tentang Jalan (selanjutnya disebut’ Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004
tentang Jalan),' Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala
bagiandalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan
perlengkapannya yang diperuntukkan bagi 'lalu lintas, yang berada pada
permukaan tanah, di atas perrnukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau
air, serta di atas permukaan air, keetiali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.
Pasal 1 angka Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, jalan umum
adalah jalansyang diperuntukkan bagi 1alu lintas umum.

Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang
Jalan menyatakan bahwa pengudsaanteleh negara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memberi wewenang kepaday Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah, dan Pemerintah Desa untuk melaksanakan Penyelenggaraan Jalan
sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan keberlangsungan
pelayanan Jalan dalam kesatuan Sistem Jaringan Jalan.

Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pasal 16
ayat (2) menyatakan bahwa wewenang Pemerintah Daerah kota dalam
Penyelenggaraan Jalan meliputi Penyelenggaraan Jalan kota serta
pengaturan Jalan desa dan pembinaan Jalan desa dalam wilayah kota. Pada

Ayat (4) menyatakan bahwa dalam hal Pemerintah Daerah kabupaten/kota

"Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
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belum dapat melaksanakan wewenang Pembangunan Jalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah
Pusat melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan pembangunan Jalan
kabupaten/kota. Adapun Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 34
Tahun 2006 tentang Jalan, menyatakan bahwa penyelenggaraan jalan
Kabupaten/Kota dan jalan desa sleh pemerintah daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) dilaksanakan oleh Bupati/Walikota atau
pejabat yang ditunjuk.

Ada ketentuan pidana bagi penyelenggara “jalan yang tidak
mengindahkan terhadap kerusakan jalan sebagaimana kewenangan yang
diberikan’ oleh Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 273 Undang-Undang
Nomor | 22 Tahun 2009 ‘tentang Lalu 'Lintas dan Angkutan Jalan
menyebutkan bahwa ‘setiap penyelenggara jalan yang tidak dengan segera
dan patut memperbaiki jalan yangsrusak yang mengakibatkan kecelakaan
lalu lintas, sehingga menimbulkan Korban luka sfingan dan/atau kerusakan
kendaraan dipidana kurungan, paling lama 6 (enam) bulan atau denda
maksimal ‘Rp.12.000.000,00 '(duay belasy juta rupiah), kemudian apabila
sampai mengakibatkan luka <berat,/pelaku dipidana kurungan maksimal 1
tahun atau denda paling banyak: Rp:24.000.000,00 (dua puluh empat juta
rupiah) jika korban meninggal dunia, dapat dipidana penjara hingga 5 tahun
atau denda paling banyak Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)
sementara, jika penyelenggaraan jalan tidak memberi tanda atau rambu pada
jalan yang rusak dan belum diperbaiki dipidana kurungan penjara hingga 6
(enam) bulan atau denda bayar maksimal Rp 1.500.000,00 (saju juta lima
ratus rupiah)?.

Dalam  melaksanakan  penyelenggaraan  jalan  sebagaimana

diamanatkan oleh Peraturan Perundang-Undangan, Pemerintah Kota Banda

%https://indonesiabaik.id/infografis/jalan-rusak-harus-segera-diperbaiki-atau-diberi-
tanda (Diakses pada tanggal 9 September 2021).


https://indonesiabaik.id/infografis/jalan-rusak-harus-segera-diperbaiki-atau-diberi-tanda
https://indonesiabaik.id/infografis/jalan-rusak-harus-segera-diperbaiki-atau-diberi-tanda

Aceh melalui Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 42 Tahun 2016
tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh menyatakan
bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda
Aceh memiliki tugas pokok dalam melaksanakan sebagian kewenangan
daerah di Bidang Pekerjaan Ummum dan Penataan Ruang serta tugas
pembantuan yang ditugaskan-dari Pemerintah, Pusat kepada Daerah. Adapun
salah satu kewenangan PUPR Kota Banda K Aceh adalah sebagai
penyelanggara Jalan seperti melakukan perbaikan<dan ‘pemeliharaan jalan
yang menjadi kewenangannya. Islam telah mengatur mengenai konsep
penyelenggaraan jalan dengan tujuan tetap menjaga kemaslahatan umat.
Pengaturan konsep penyelanggaraan jalan pada pemerintahan dalam Hukum
Islam dapat ditemukan dalam figh sivasah. Figh siyasah adalah bagian ilmu
fikih yang mengkhususkan diri pada,bidang muiamalah dengan spesialisasi
segala hal-ihwal dan seluk beluk tata pengatusan négara dan pemerintahan.’
Kenyataan di lapangan - menunjukanbahwa pada jaringan jalan tertentu
khususnya 'diperkotaan terjadi ketidakseimbangan antara tingkat pertumbuhan
jalan disatu sisi dengan tingkat-pertuinbuhan. kendaraan disisi yang lain, dimana
pertumbuhan jalan jauh lebih kecilidaripada;tingkat pertumbuhan kendaraan, hal
ini berarti menunjukkan terjadinya pembebanan yang berlebihan pada jalan.
Oleh sebab itu penanganan konstruksi perkerasan baik yang bersifat
pemeliharaan, peningkatan atau rehabilitasi akan dapat dilakukan secara optimal
apabila faktor-faktor penyebab kerusakan pada kedua ruas jalan tersebut telah

diketahui. Dalam mengevaluasi kerusakan jalan perlu ditentukan jenis kerusakan

3Maharan Nur Safitri, Perspektif Hukum Islam tentang Upaya Kepolisian dalam
Mendisiplinkan Berlalu Lintas (Studi di Kepolisian Resor Lampung Tengah), Skripsi,
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021, hlm 38.



(distress type) dan penyebabnya, tingkat kerusakan (distress severity) dan
jumlah kerusakan (distressamount).*

Kerusakan jalan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya air,
perubahan suhu, cuaca, temperatur udara, material konstruksi perkerasan,
kondisi tanah dasar yang tidak stabil. Banyaknya jalan yang rusak saat musim
penghujan tiba menjadi pekerjaangrumah yang tidak ada hentinya bagi
Pemerintah Kota Banda Aceh:"Kondisi jalanwyang rusak sering menyebabkan
kecelakaan, bahkan mengakibatkan jatuh korban dan kerugian harta benda
akibat terperosok atau terserempet atau ditabrak Kkendaraan lain saat
menghindarigalan rusak tersebut. Apabila jalan rusak karena kondisi cuaca atau
kendala anggaran, masih dapat dilakukan dengan cara lain, seperti memberikan
tanda atau rambu pada jalan yang rusak agar menjadi perhatian pengguna jalan
untuk lebih waspada dan berhati-hati “hal ini sebagaimana bunyi Pasal 24 ayat
(2) Undang-Undang, Nomor 22 _4dahun 2009 temtang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan, yang menyatakan bahwa dalam hal belum dilakukan perbaikan
jalan yang ruisak, penyelenggara jalan wajib-memberi tandasatau rambu pada
jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan.

Namun_ dalam Kkenyataaniyd; =berdasarkan hasil pengamatan yang
dilakukan oleh peneliti di Kota:Banda, A¢ceh masih terdapat jalan rusak yang tidak
diperbaiki atau diberi tanda seperti Jalan Tanggul yang berlokasi di Desa Batoh
dan Jalan Angsa yang berlokasi di Desa Ateuk Jawo yang secara adminsitratif
penyelenggaraan jalan termasuk kedalam tanggung jawab Pemerintah Kota Banda
Aceh melalui kewenangan Dinas PUPR Kota Banda Aceh. Maka berdasarkan latar
belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk
membahas dan melakukan penelitian yang berjudul: “Implementasi Undang-

Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan di Kota Banda Aceh”.

4Farida Yudaningrum dan Ikhwanudin, Identifikasi Jenis Kerusakan Jalan (Studi Kasus
Ruas Jalan Kedungmundu-Meteseh), Teknika ,Vol. XII No. 2, Oktober 2017: hlm 54.



B. Rumusan Masalah
Sehubungan dari permasalahan di atas maka yang menjadi masalah
dalam penulisan skripsi ini adalah:
1. Bagaimana implementasi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 38
Tahun 2004 tentang Jalan di Kota Banda Aceh?
2. Apa kendala yang dihadapi terhadap perbaikan jalan di Kota Banda
Aceh?

C. Tujuan Penelitian
Suatupenelitian harus mempunyai tujuan yang jelas dan pasti. Sehingga
berdasarkan uraian diatas tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini yaitu:
1. Mengetahui peran implementasi pemberlakuan Undang-Undang Nomor
38 Tahun 2004 tentang Jalan di Kota Banda Aceh.
2. Mengetahui dan menganalists kendala yang dihadapi terhadap perbaikan
jalan di Kota Banda ‘Aceh.

D. Kajian/Pustaka

Adapun untuk menghindari kesamaan dalam penulisan skripsi ini, maka
penulis membuat beberapa kajian.t€rdahulu, sehingga terdapat perbedaan antara
yang penulis kaji'dengan penelitian terkait. Adapun kajiannya sebagai berikut:

Pertama, skripsi “yang ditulis oleh Gledis Yassin dengan judul:
“Penegakan hukum kecelakaan lalu lintas akibat jalan rusak”, tahun 2020,
Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Adapun penelitian ini berbeda
dengan penelitian yang penulis lakukan, di mana dalam skripsi ini lebih
memfokuskan terhadap penegakan hukum kecelakaan lalu lintas akibat jalan
rusak di wilayah hukum Polres Gorontalo dalam penerapan Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Serta



efektifitas pelaksanaan dan penegakan hukum yang terjadi pada penyelenggara
jalan saat ini dinilai masih kurang.’

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Nurul Firstiani Syarif dengan judul:
“Peran Dinas Pekerjaan Umum terhadap perbaikan jalan rusak ditinjau dari
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan di Kota
Gorontalo”, tahun 2016, Fakultas #Hukum Universitas Gorontalo. Adapun
Penelitian ini berbeda denganspenelitian yang-dilakukan penulis. Dimana Skripsi
ini meneliti faktor dan’ penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas yaitu
prasarana jalandyang tusak atau berlubang dan kurang dilengkapi prasarana
pendukung séperti lampu penerangan dapat memicu terjadinya kecelakaan yang
dapat membahayakan si pengendara.®

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Jasrika Fajarul Fatah dengan judul:
“Analisis hukum  pidana Islam ¢ ‘terhadap pertanggungjawaban pidana
penyelenggara jalan, terhadap jalamy, rusak yang menyebabkan terjadinya
kecelakaan di kota surabaya\(Studi implementasi Pasal 273 UU No. 22 Tahun
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan), 2019, Fakultas Syariah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya). Adapun penelitian
ini berbeda dengan penelitian yang ditakukan penulis, di mana penelitian yang
dilakukan dalam'skripsi inislebih menekankanypertanggungjawaban pidana oleh
penyelenggara jalan terhadap jalan rusak yang menyebabkan terjadinya

kecelakaan menurut Hukum Pidana Islam.”

3Gledis Yassin,dkk, Penegakan Hukum Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Jalan Rusak,
dalam Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gorotalo, Vol 3, Nomor 2, Oktober 2020

®Nurul Firstiani Syarif, Peran dinas pekerjaan umum terhadap perbaikan jalan rusak
ditinjai dari pasal 2 Undang-Undang No 38 tahun 2004 tentang Jalan, Jurnal, Universitas
Gorontalo, 2016, him 44.

7Jasrika Fajarul Fatah, Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban
Pidana Penyelenggara Jalan Terhadap Jalan Rusak Yang Menyebabkan Terjadinya Kecelakaan
di Kota Surabaya (Studi Implementasi Pasal 273 UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan), dalam jurnal Fakultas Syariah dan Hukum Universitas UIN Sunan Ampel
Surabaya, 2019.



E. Penjelasan Istilah

Adapun untuk memudahkan pembaca memahami teks dan konteks yang
terdapat dalam skripsi ini, maka penulis memberikan beberapa pemahaman
istilah sebagai berikut:

1. Implementasi adalah tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah
ditetapkan dalam suatu keputusan.®

2. Undang-Undang Nomer38 Tahun 2004 _tentang Jalan adalah peraturan
negara yang memiliki kekuatan hukum mengikat yang mengatur tentang
jalan.

3. Jalan/adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan
peflengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu lintash\umum, yang
berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah
permukaaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan

rel dan jalan kabel.”

F. Metode Penelitian
Metodologi diartikan scbagai logika penelitian ilmiah, studi tentang
prosedur dan teknik penelitian. Penclitian pada dasarnya adalah serangkaian
kegiatan ilmiah dan karenanya~~menggwinakan metode ilmiah untuk
mengeksplorasi dan memecahkan.masalah, atau untuk menemukan kebenaran
fakta. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian
dilakukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. '
1. Pendekatan penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif,

bertujuan untuk menjawab persoalan yang ada dalam penelitian ini.'!

8Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015),
hlm 12.

“Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

"Rahmat Ramadhani DKk., Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa, (Medan:
Pustaka Prima, 2018), hlm 19.

"skandar, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Gaung Persada, 2009), him. 11.



2. Jenis penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
penelitian yuridis empiris, dimana data diambil langsung dari lapangan, baik
berupa dokumen, wawancara maupun observasi. Penelitian hukum empiris
ini juga merupakan jenis penelitian hukum sosiologis atau sering disebut
penelitian lapangan, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang
berlaku dan apa yang terjadi”dalam realitas, masyarakat.'> Ronny Soemitro
mengatakan penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian
hukum data primer'atau suatu data yang diperoleh dansung dari sumbernya.'?
3. Sumber data

Sumber data adalah sumber-sumber yang dimungkinkan seorang
peneliti mendapatkan sejumlah informasi'atau data-data yang dibutuhkan
dalam sebuah penelitian, baik data utama maupun data pendukung. Dalam
penelitian pada umumnya dibedakan antara/data yang diperoleh secara
langsung dari bahan-bahan pustaka dinamakan data primer sedangkan yang
diperoleh-dari bahan-bahan pustaka dinamakan data sekunder.'*

a. Data primer

Data primer merupakanidata. yang diperoleh pencliti dengan cara

melakukan wawancara langsung dengan objek guna mendapatkan hal-

hal yang bersangkutan dari sumbernya.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sejumlah data

yang meliputi bahan perpustakaan yang bersumber dari buku-buku,

peraturan perundang-undangan, hasil penelitian yang berhubungan

dengan penelitian.

12Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta : Sinar grafika, 2002),
hlm 15.

3Ronny Hanitijo Soemitro, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 154.

4Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), him. 12.



1) Bahan hukum primer
Adapun yang menjadi bahan primer dalam penelitian ini adalah
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
2) Bahan hukum sekunder
Bahan sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang
bukan merupakan™ dokumen ‘resmi. Publikasi tentang hukum
meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum dan jurnal-jurnal
hukum.>»Adapun bahan 'sekunder yang penulis gunakan dalam
penelitian ini adalah buku-buku, skripsi, jurnal artikel serta bahan
dari internet.
3) Bahan hukum tersier
Bahan fersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk
terhadap, bahan hukumgpsimer dan skunder seperti Kamus Besar
Bahasa Indenesia (KBBI), kamus hukum serta melalui penelusuran
dari internet.
4. Teknik pengumpulan data
Adapun dalam penclitian-dikenal paling sedikit tiga jenis alat
pengumpulan data, yaitu ;studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan
atau observasi, .dan wawancara atau interview.'® Adapun teknik
pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu wawancara
dengan menggunakan metode purposive sampling untuk menetapkan
responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Adpaun teknik
pengumpulan data meliputi, sebagai berikut:
a. Observasi
Observasi merupakan kegiatan pemuatan penelitian terhadap suatu

objek. Apabila dilihat pada proses pelaksanaan pengumpulan data,

5Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 142.
16Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), him.66.
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observasi dibedakan menjadi partisipan dan non-partisipan.'” Adapun
pada penelitian ini menggunakan observasi non-partisipan, yakni
melakukan pengamatan secara tidak langsung terkait kelompok yang
diteliti.
b. Wawancara
Wawancara merupakan bentuky pengumpulan data yang paling sering
digunakan dalam penelitian kualitatif:»Adapun penelitian ini melakukan
kegiatan wawancara bersama: Tim Reksi Cepat Bidang Bina Marga pada
Dinas PUPR Kota Banda Aceh, dan Kepala Desa Ateuk Jawo.
c. Dokumentasi
Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data
dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan
gambar yang berupa laporan/serta keterangan yang dapat mendukung
penelitian.'®
5. Teknik analisis data
Data yang terkumpul akan diolah melalui tahap pemeriksaan,
penyusunan, dan sistemasi berdasaskan pokok permasalahan yang ada. Hasil
pengolahan data selanjutnya:idilakukan analisis menggunakan metode
analisis kualitatif, yakni analisis ;yang melakukan penafsiran terhadap data
berupa naratif yang diperoleh untuk dapat ditarik sebuah kesimpulan
penelitian.'
6. Pedoman penulisan
Mengenai teknik penulisan yang digunakan dalam penulisan ini
penulis berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi dan laporan akhir
studi Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-

Raniry Banda Aceh edisi revisi, tahun 2019.

Sugiyono, Metoda Penelitian — Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta,
2015), hlm 204.

87hid., 329.

YMukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan
Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm 46.
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G. Sistematika Pembahasan

Agar skripsi ini lebih mudah dipahami secara integral dan terarah,
terlebih dulu penulis menggunakan sistematika yang dapat menjawab pokok
permasalahan yang sedang dirumuskan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab Satu, pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan
Masalah, Tujuan Penelitiang#Kajian Pustaka, Penjelasan Istilah, Metode
Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab Dua; Tinjauan Umum tentang Perbaikan®Jalan Rusak di Wilayah
Hukum Kota Banda Aceh, terdiri dari Pengertian dan Dasar Hukum Dinas
Pekerjaan'Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh, Aturan yang Mengatur
Infrastruktur Jalan, Konsep Pemerintah Daerah terhadap Jalan, Konsep Islam
tentang Aset Negara, dan Figh Sivasah.

Bab Tiga, Peran ‘Dinas Pekegjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Banda Aceh Terhadap PerbaikanJalan- Rusak’ tediri dari profil Kota Banda
Aceh, implementasi pemberlakuan Undang-Undang Nomor, 28 Tahun 2004
tentang Jalan di Kota Banda, Aceh. kendala yang dihadapi terhadap perbaikan
jalan di Kota Banda Aceh, Analisis.

Bab Empat, Penutup, terdiridari Kesimpulan dan Saran.



BAB DUA
TINJAUAN UMUM TENTANG PERBAIKAN JALAN
RUSAK DI WILAYAH HUKUM KOTA BANDA ACEH

A. Pengertian dan Dasar Hukum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kota Banda Aceh

1. Pengertian
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan“Ruang Kota Banda Aceh
merupakan unsurpelaksana Pemetintah Daerah di Bidang Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang. Dinas merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah
di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dinas ini, dipimpin oleh
Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Walikota melalui Sekretaris-Daerah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kota Banda Aceh berada dilJl. Prof. Ali Hasymi, Gp. Pango Raya,
Kota Banda Aceh.
2. Dasar Hukum
Peraturan Walikota Banda A€¢ch Nomor 42 Tahun 2016 tentang
Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kéwenangan dan Tata Kerja Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh.
3. Visi dan Misi
a. Visi
Adapun visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda
Aceh yaitu: “Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Menuju
Kota Banda Aceh Gemilang”.2°
b. Misi
Adapun misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota

Banda Aceh, sebagai berikut:?!

Dinas  Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh,
https://dinaspupr.bandaacehkota.go.id/profil/visi-misi-2/, (diakses pada 24 Juli 2022).
2! Ibid.
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1) Menciptakan suasana kerja yang aman dan nyaman sehingga
Aparatur Pemerintah dapat memberikan pelayanan optimal

2) Menciptakan perencanaan pembangunan Kota Banda Aceh dan
pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan yang baik.

3) Meningkatkan aksesibilitas kawasan dan mempercepat laju
pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui penyediaan prasarana
jaringan jalan danjjembatan.

4) Memfungsikan jalan/jembatan, drainase dan bangunan air, sanitasi,
bangunan’, perkantoran pemerintah seeptimal mungkin dengan
melakukan pemeliharaannya secara rutin 'maupun secara
priodik/berkala.

5) Menyusun dan melaksanakan arahan dalam kebijakan tata ruang
dan tata bangunan, menjaga dan melestarikan Kawasan Kota
Pusaka (fHeritage) dan_menyediakan Ruang Terbuka Hijau.

6) Melaksanakan sistem dan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa
pemerintah secara\terpadu,” cfektif, dan efesiennmelalui aparatur
yang profesional.

7) Menyediakan tempat-tinggal yang layak huni dan terjangkau bagi
masyarakat terutama masyarakat golongan menengah kebawah.

8) Mewujudkan Water Fromt City (infrastruktur, sosialisasi, payung
hukum dan kelembagaan).

4. Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh
mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan daerah di
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta tugas pembantuan yang
ditugaskan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah. Adapun dalam
penyelenggaraan tugas pokok tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kota Banda Aceh mempunyai fungsi, sebagai berikut:
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a. Penyusunan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah
dalam hal pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;

b. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;

c. Pemantauan, evaluasi 4an pelaporan pelaksanaan urusan
pemerintahan yangs=menjadi kewenangan daerah bidang pekerjaan
umum dan pénataan ruang;

d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan tugasnya; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

B. Aturan yang Mengatur Infrastruktur Jalan

1. Klasifikasi jalan

Jalan sesuai dengan peruntukannya terdiri/atas jalan umum dan jalan
khusus. Jalan khusus bukan diperuntulkkan<bagi lalu lintas  umum dalam
rangka distribusi barang__dan jasa_yang dibutuhkan. Jalan umum
dikelompokkan menurut sistem, fungsi, status, dan kelas. Jalan umum
dikelompokkan menurtit sistem jaringan jalan terdiri atas sistem jaringan
jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yaitu:

a. Sistem jaringan jalan primer merupakan sistem jaringan jalan dengan
peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan
semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua
simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.

b. Sistem jaringan jalan sekunder merupakan sistem jaringan jalan
dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk

masyarakat di dalam kawasan perkotaan.?

22Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pasal 7 Ayat 2 dan3.
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Jalan umum menurut fungsinya dikelompokkan ke dalam jalan arteri,
jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan yaitu:

a. Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan
utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi,
dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.

b. Jalan kolektor merupakanmjalan umum yang berfungsi melayani
angkutan pengumpul” atau pembagi, dengan ciri perjalanan jarak
sedang, kecepatan rata-rata scdang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

c. Jalandokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan
setémpat dengan ciri perjalanan jarak dekat, keecepatan rata-rata
rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

d. Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani
angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan
kecepatan rata-tatatendah.

Jalan umum \menurut ‘statusnya /dikelompokkan ke dalam jalan
nasional,galan provinsi, jalanikabupaten jalan kota, dan jalan desa yaitu:

a. Jalan nasional merupakan jalaniartesi dan jalan kolektor dalam sistem
jaringan jalan primei“yang-menghubungkan antar ibukota provinsi,
dan jalan strategis nasionals serta jalan tol.

b. Jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan
primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota
kabupaten/ kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis
provinsi.

c. Jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan
primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota
kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat

kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam

2Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pasal 8§ ayat 2,3,4 dan 5.
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sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan

strategis kabupaten.
d. Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder
yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota,
menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan
antar persil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang
berada di dalam kotas
e. Jalan desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan
dan/atéu antar permukiman di dalam desa, sérta jalan lingkungan.**
2. Kerusakan jalan

Berdasarkan Panduan Pemilihan, Teknologi Pemeliharaan Preventif
Perkerasan Jalan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat atau Kementerian PUPR, kerusakan pada perkerasan
jalan raya baik perkerasan lentusdan perkerasan kaku diidentifikasi sebagai
berikut:

a. Kerusakan jalan aspal
) Pelepasan Butir atau .iaveling, kerusakan yang terjadi akibat

kandungan aspal <yang;fendahi-sehingga campuran dan pemadatan
perkerasan tidakssempurna, ;danymengakibatkan terlepasnya butir
agregat pada permukaan jalan beraspal.

2) Retak atau cracking, retak ini juga dibagi lagi menjadi 5 yaitu retak
memanjang (longitudinal cracking), retak melintang (transverse
cracking), retak blok (block cracking), retak tepi (edge cracking),
dan retak buaya (alligator cracking). Secara umum, merupakan
kerusakan yang berbentuk retakan, yang membedakan adalah
bentuk retakannya, letak retakkannya, dan juga penyebab

terjadinya retakan.

24Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pasal 9 ayat 2,3,4,5 dan 6.


https://binamarga.pu.go.id/v3/assets/files/NSPK/pembangunan_jalan/2017_SE%20Dirjen%20Panduan%20Preventif%20Jalan%20(Stempel).pdf
https://binamarga.pu.go.id/v3/assets/files/NSPK/pembangunan_jalan/2017_SE%20Dirjen%20Panduan%20Preventif%20Jalan%20(Stempel).pdf
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3) Alur atau rutting, merupakan kerusakan berupa penurunan
memanjang pada jalur jejak roda kiri (JRKI) dan kanan (JKRA)
akibat deformasi lapis perkerasan permanen yang disebabkan oleh
pergerakan lateral bahan perkerasan akibat beban kendaraan.

b. Kerusakan jalan beton
1) Retak memanjang (lomgitudinal crack), retak yang terjadi

umumnya di_sekitar daerah tengah perkerasan yang sejajar atau
searah dengan sumbu jalannya.

2) Retak melintang (transversal crack), sretaky, yang terjadi pada
umumnya tegak lurus dengan sumbu jalannya, atau terjadi pada
arah lebar jalan.

3) Gompal pada sambungan (joint spalling), kerusakan tepi slab beton
yang terjadi pada bagian sambungan antara perkerasan.

4) Pecah sudut'(corner breaks), kemsakan yang terjadi di sudut slab
beton yang memotong sambungan/pada jarak tertentu.

5)Pumping, terjadinya” pergerakan® atau terangkatnya material di
bawah slab beton akibatsadanya. tekanan air melalui sambungan
atau retakan.”’

3. Peran jalan
Peran jalan berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 38 Tahun
2004 tentang Jalan sebagai berikut:

a. Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting
dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik,
pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat.

b. Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat

nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

%5 Apa saja jenis-jenis kerusakan jalan? - Sistem Informasi Pelaporan Kerusakan Jalan
(salatiga.go.id), (diakses pada 7 Mei 2022).


https://siplan.salatiga.go.id/siplan/pertanyaan/read/81/apa-saja-jenis-jenis-kerusakan-jalan
https://siplan.salatiga.go.id/siplan/pertanyaan/read/81/apa-saja-jenis-jenis-kerusakan-jalan
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c. Jalan yang merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan

menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah Republik Indonesia.?®
4. Tujuan penyelenggaraan jalan

Pengaturan penyelenggaraan jalan bertujuan untuk:

a. Mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan
jalan;

b. Mewujudkan peransmasyarakat dalam.penyelenggaraan jalan;

c. Mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam
pemberian layanan kepada masyarakat;

d. Mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak
pada kepentingan masyarakat;

¢. Mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil
guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang
terpadu;

f\. Mewujudkan pengusahaan jalan tol yang ifansparan dan terbuka.>’

C. Konsep Peran Pemerintah Daerah Terhadap Jalan
1. Pengertian Peran
Menurut Soekanto, peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status).
Apabila seseorang-melaksanakan-hak-dan-kewajibannya sesuai dengan
kedudukannya maka dia“menjalankan suatu peranan.Mengenai pengertian
peran maka akan ditemukan bermacam-macam pendapat yang memberikan
rumusan-rumusan dan berbagai sudut pandang yang sangat bervariasi.”®
Pariata Westra dalam Tuti mengatakan bahwa peranan adalah dapat

diartikan sebagai terlaksananya suatu fungsi atau tugas tentang suatu hal

26Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pasal 5.

2’Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 12 ayat 2.

28Soerjono Soekanto, Teori Peranan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), him 243.
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tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.”® Pengertian yang
lain dikemukakan oleh Mayor Palak yang berpendapat bahwa: ‘“Peranan
atau role adalah suatu kelakuan yang diharapkan dari oknum dalam antar
hubungan sosial tertentu yang berhubungan dengan status sosial tertentu”.
Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto yaitu peran merupakan aspek
dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan
kewajibannya sesuai dengan kedudukanmya, maka ia menjalankan suatu
peranan.*°

Pemerintah ‘adalah organisasi yang meniiliki zkewenangan untuk
membuat kebijakan dalam bentuk penerapan hukum dan Undang-Undang di
kawaSan tertentu yang =merupakan | kawasan yang berada di bawah
kekuasaan mereka. Pemerintah dalam arti luas di defenisikan sebagai suatu
bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem
pemerintahan.Eksekutif, legislaufy, dan yudikatif.Pemerintah dalam arti
sempit adalah suatu badan perkumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri
untuk méngelola serta mengatur jalannya.suatu sistem pemerintahan.

Menurut Fatih pemerintah adalah organisasi yang mempunyai
kekuasaan untuk membuat-dan.imenerapkan hukum serta Undang-Undang
di wilayah tertentu.Suradinata dalam Fatih, pemerintah adalah organisasi
yang mempunyai kekuatan besar dalam suatu negara, mencakup urusan
masyarakat, teritorial, dan urusan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan
negara. Pemerintah adalah kegiatan yang terorganisir mengenai rakyat/
penduduk di wilayah negara itu yang berdasarkan kepada dasar negara dan
bersumber pada kedaulatan untuk mencapai tujuan rakyat atau penduduk di
wilayah itu sendiri.

Pemerintah dalam arti luas dalam konteks Indonesia adalah

keseluruhan alat kelengkapan negara, yaitu lembaga tinggi negara (MPR,

YPariata Westra dkk, Ensiklopedia Administrasi, (Jakarta: Gunung Agung, 2003),
hlm 9.
30S0erjono Soekanto, Loc. Cit, hlm 243.
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DPR, Presiden, MA, dan BPK). Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit
adalah presiden beserta jajaran/aparatur yang berada pada lingkup
kekuasaan eksekutif yang selain atau tidak termasuk pemegang kekuasaan
legislatif dan yudikatif. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pemerintahan Daerah mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemeriitahan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan, diarahkan.ufituk mempeéreepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta
masyarakaty serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan
demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu
daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Pemerintahan
Daerah menyatakan jelas mengenai bentuk dan susunan Pemerintahan
Daerah dalam kerangka NegaramRepublik Indonesia. Pasal 18 ayat (1)
berbunyi “Negara Kesdatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah
Provinsi‘dan daerah Provinsi it dibagiatas Kabupaten dan Kota, yang tiap-
tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota ittt mempunyai Pemerintahan Daerah
yang diatur Undang-Undang”.-Sédangkan pasal 18 ayat (5) Undang-Undang
Dasar 1945 "menyebutkan bahwa ‘Pemevintah ‘Daerah merupakan daerah
otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-
luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan
kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai
urusan pemerintahan pusat”.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah, Pemerintah Daerah merupakan Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
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menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Melihat defenisi Pemerintahan Daerah seperti yang telah
dikemukakan diatas, maka yangydimaksud Pemerintahan Daerah disini
adalah penyelenggara daerah otonom oleh,Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas desentralisasi dimana
unsur penyelenggara Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau
Walikota dan perangkat daerah lainnya.

Adapun peran pemerintah daerah menurut Iyas Yusuf fungsi
pemerintah dalam kaitannya' dalam pemberdayaan yaitu mengarahkan
masyarakat kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran,
tidak serta merta dibebankangeleh masyarakat. Perlu adanya peran
pemerintah yang secara optimal dan smendalam untuk membangun
masyaraKat, maka peran pemetintah yang.dimaksud antara.Jain:®!

a. Pemerintah sebagai regulator

Peran pemerintah sebagai/Regulator adalah menyiapkan arah untuk

menycimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan

peraturan-peraturan sebagai regulator. Pemerintah memberikan acuan
dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala
menurutkegiatan pelaksanaan pemberdayaan.

b. Pemerintah sebagai dinamisator

Peran pemerintah sebagai Dinamisator adalah menggerakan

partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses

pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika
pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian

bimbingan dan pengarahan secara insentif dan efektif kepada

3yas Yusuf, Fungsi dan Peran Pemerintah, (Jakarta: Prenadamedia, 2014), hlm 5.
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masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim
penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan.
c. Pemerintah sebagai fasilitator

Peran pemerintah sebagai Fasilitator adalah menciptakan kondisi yang
kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani
berbagai macam kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan
pembangunan daerah. Sebagai “fasilitator, pemerintah bergerak
dibidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan dan
peningkatan keterampilan, serta dibidang pendanaan atau permodalan
melalui  pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang
diberdayakan.

Defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah
merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan.
Pemerintah daerah merujuk padasotoritas administratif di suatu daerah yang
lebih kecil dari sebuah negara dimana negara Ilndonesia merupakan sebuah
negara gyang wilayahnya terbagi atag «daerah-daerah “Provinsi. Daerah
provinsi itu dibagi lagivatas dacrah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap
daerah Provinsi, daerah-“Kabupaten;. dan daerah Kota mempunyai

pemerintahan daerah yang diaturidengan undang-undang.

D. Konsep Islam tentang Aset Negara
1. Pandangan Islam terhadap Aset
Islam adalah din yang Allah hadirkan bukan sekedar agidah ritual
semata (ibadah mahdhoh/ ibadah kepasa sang Pencipta saja). Namun lebih
dari itu, sebagai din yang paripurna, Islam Allah hadirkan sebagai solusi

bagi manusia seluruhnya. Sebagaim agama yang paripurna, Islam mengatur
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segala aspek yang ada di kehidupan, termasuk masalah kepemimpinan
negara yang akan mengurus seluruh urusan rakyat.>?
2. Konsep Kepemilikan Aset Negara

Ada beberapa definisi milik yang diberikan oleh ulama figh, namun
esensinya adalah sama. Milik adalah pengkhususan terhadap suatu benda
yang memungkinkannya untuk bertindak hukum terhadap benda tersebut
sesuai dengan keinginannya selama ‘tidak ada halangan syara’ serta
menghalangi orang lain untuk bertindak hukum terhadap benda tersebut.
Artinya benda yang dikhususkan kepada seseoranghsepenuhnya berada
dalam penguasannya. Sehingga orang lain tidak bisa bertindak dan
memanfaatkannya.>?

Secara umum, dalam banyak kitab-kitab figh para ulama berpendapat
bahwa kepemilikan dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yakni:**
kepemilikan pribadi ‘ataw individw, (a/-milkiyah al-fardliyah), kepemilikan
umum (al-milkiyah, al-ammah), dan kepemilikan negara (milkiyah al-
daulah):

a. Kepemilikan Pribadi (al-milkiyah al-fardliyah)
Kepemilikan pribadi//adalah. ketentuan hukum syara’ yang
berlaku bagi zats ataupun, kegunaan tertentu, yang memungkinkan
pemiliknya untuk memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh

kompensasinya, baik karena diambil kegunaannya oleh orang lain

32Radar Kota News, “Jalan Rusak, Islam Punya Solusi”,
https://www.radarkotanews.com/jalan-rusak-islam-punya-solusi/ (Diakses pada tanggal 15
September 2023).

33Yusdani, “Sumber Hak Milik dalam Perspetif Hukum Islam”, (Jurnal Al Mawarid
Edisi IX Tahun 2003), hlm.33.

3*Muhammad Bagqir Ash-Shadr, Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna, (Jakarta:
Zahra, 2008), him147.


https://www.radarkotanews.com/jalan-rusak-islam-punya-solusi/
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seperti disewa ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya,
dari barang tersebut.?®
Pengkajian terhadap hukum-hukum syara’ menunjukkan bahwa
sebab-sebab kepemilikan (asbab at-tamalluk) terdiri atas lima
perkara, yaitu:
1) Bekerja (al-amwal);,
2) Warisan (al-irts);
3) Harta untuk menyambung hidup;
4) Harta pemberian Negara;
5)¢ Harta yang diperoleh seseorang dengan tanpa mengeluarkan daya
dan upaya apapun.’®
Dalam kaitan ini, Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam
batas-batas tertentu, termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor
produksi. Pertama; kepepamlikan individu dibatasi oleh kepentingan
masyarakat. Kedua, [slam menolak/setiap‘pendapatan yang diperoleh
secara tidak sah, apalagi usaha yang menghancurkan masyarakat.’’
Menurut Afzalur Rahmany pémerintah bertugas mengontrol terhadap
implementasi batasan=batasan-4c¢rsebut. Hal ini untuk menghindari
monopoli harta oleh sekelompok;kecil masyarakat sehingga tercapai
keadilan sosial dalam masyarakat.
b. Kepemilikan Umum (al-milkiyah al-ammah)
Konsep hak milik umum mula-mula digunakan Islam dan tidak

terdapat pada masa sebelumnya.’® Benda-benda yang tergolong

35Tagiyuddin An-Nabhani, An-Nidham Al-Iqtishad Fil Islam diterjemahkan oleh Moch.
Maghfur Wachid, Membangun Slstem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, (Surabaya: Risalah
Gusti, 1996), hlm.66.

3%Yusanto, Widjajakusuma, Menggagas Bisnis Islami (Jakarta: Gema Insani Press,
2002), hlm.25.

37Veitzal Rivai, Andi Buchari, Islamic Economics, (Jakarta: Bumi Aksara. 2009),
hlm.94.

38 Afzalur Rahman, Islamics Doktrin of Islam diterjemahkan oleh Soeroyo, Nastangin,
Doktrin Ekonomi Islam, Jilid I (Yogjakarta: Dana Bhakti Waqaf, 1995), him.79.
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kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah
dinyatakan oleh Allah SWT sebagai benda-benda yang dibutuhkan
oleh komunitas secara bersama- sama dan tidak boleh dikuasai oleh
hanya seorang saja atau golongan tertentu. Karena milik umum, maka
setiap individu dapat memanfaatkannya namun dilarang memilikinya.
Para ahli fikih mendefinisikan yang dimaksud dengan kepemilikan
umum itu adalah,.fasilitas atau sarana umum; barang tambang; dan
sumber daya/yang dari segi bentuknya sulituntuk dimiliki individu.*
c. Kepemilikan Negara (milkiyah al-daulah)

Menurut Al-Nabhani, milkiyah al-daulah adalah harta yang
merupakan hak bagi = scluruh © kaum muslimin (rakyat) dan
pengelolaannya menjadi wewenang khalifah (negara), dimana
khalifah (negara) berhak memberikan atau mengkhususkannya kepada
sebagian kaum muslimin(rakyat) sesuai dengan ijtithadnya, makna
pengelolaan oleh khalifah'ini adalahsadanya kekuasaan yang dimiliki
khalifah untuk mengelolanya.

Kepemilikan negara inicmeliputi semua jenis harta benda yang
tidak dapat digolongkan!ketdalam jenis harta milik umum, namun
terkadang bisa tergolong;dalamjenis harta kepemilikan individu. Atas
dasar ini, maka tiap hak milik yang pengelolaannya tergantung pada
pandangan dan jjtihad khalifah, maka hak milik tersebut dianggap
sebagai milik negara.

Mengutip pendapat Abd Qaddim Zallum dalam A/-Amwal Ad-
Daulah Al-Khilafah, Yulizar D. Sanrego Nz dan Rusdi Batun
mengemukakan bahwa terdapat beberapa harta yang dapat
dikategorikan ke dalam jenis kepemilikan negara dan negara berhak

mengelolanya dengan pandangan ijtihadnya adalah:

39 Abdurrahman Al-Maliki, 4s-Syiyasatu Al-Igtishadiyah Al-Mustla diterjemahkan oleh
Ibnu Sholah, Politik Ekonomi Islam (Bangil: Al-I1zzah, 2001), him.79.
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Harta ghanimah (harta yang diperoleh dari rampasan perang
dengan orang kafir), anfal (tanah yang oleh penduduknya
menyerah kepada kaum muslim tanpa didahului oleh penaklukan
dan tanah yang para penduduknya telah binasa), fay“ (harta yang
diperoleh dari musuh tanpa peperangan) dan khumus.

Harta yang berasal dariykharaj (hak kaum muslimin atas tanah
yang diperoleh~dari orang kafir, baik melalui peperangan atau
tidak).

Harta yang berasal dari jizyah (hak yang diberikan Allah kepada
kaummuslimin dari orang kafir sebagai tunduknya mereka kepada
Islam).

Harta yang berasal dari pajak.

Harta yang berasal dati ushr (pajak penjualan yang diambil
pemerintah, dari pedagang yang /melewati batas wilayahnya
dengan pungutan yang dikiasikasikanderdasarkan agamanya).
Harta yang tidak ada ahli wafisnya atau kelebihan harta dari sisa
waris(amwal al-fadla).

Harta yang ditinggalkan oleh erang-orang murtad.

Harta yang diperoleh ssecara;tidak sah para penguasa, pegawai
negara,harta yang didapat tidak sejalan dengan syara’.

Harta lain milik negara, misalnya padang pasir, gunung, pantai,
laut dan tanah mati yang tidak ada pemiliknya.*’

Dalam referensi lain dikemukakan, bahwa dalam klasifikasi yang

lain, ulama figh membagi harta yang bisa dimiliki seseorang menjadi

tiga bentuk, yaitu: 1. Harta yang bisa dimilki dan dijadikan dalam

penguasaan seseorang secara khusus, misalnya milik yang dihasilkan

melalui sebab-sebab pemilikan. 2. Harta yang sama sekali tidak bisa

“Yulizar D. Sanrego Nz & Rusdi Batun, “Privatisasi BUMN dalam Tinjauan Dalam
Islam”, (La Riba:Jurnal Ekonomi Islam Vol. III, No. 2, Desember 2009), him.12.
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dijadikan milik pribadi, yaitu harta yang ditetapkan untuk kepentingan
umum, seperti jalan umum, jembatan, benteng dan taman kota. 3.
Harta yang hanya bisa dimiliki apabila ada dasar hukum yang
membolehkannya, seperti harta wakaf yang bisaya pemeliharaannya
melibihi nilai harta tersebut. Dalam keadaan seperti ini, harta boleh

dijual, dihibahkan atau dijadikan milik pribadi.*!

E. Figh Siyasah

1. Pengertian Figh Siyasah

Secara bahasa pengertian figh adalah pemahaman yang mendalam.
Imam’al-Thirmizi, seperti dikutip Amit Syarifuddin, menyebut figh tentang
sesuatu berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamnya. Menurut
istilah figh adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang
bersifat alamiah, \yang digali_dam, dalil-dalil’ yang rinci.*? Kata siyasah
berasal dari kata asa berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau
pemerintahan, politik dan ‘pembuatan kebijakan. Pengertian siyasah secara
bahasa ‘mengisyaratkan bahwa twjuan siyaseh adalah mengatur, mengurus
dan membuat kebijaksanadn-atasssésuatu yang bersifat politis untuk
mencakup sesuatu.* DBisamping ritu wsiyasah juga berarti politik, dan
penetapan suatu bentuk kebijakan. Secara terminologi Abdul Wahab Khallaf
mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengeturan perundang-undangan yang
diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur
keadaan.*

Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami bahwa figh siyasah

merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan

4'Yusdani, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997),
hlm.178.

#Muhammad Igbal, figh Siyasah, (Jakarta: Prenadamedia, 2014), hlm.2-3.

BIbid., him. 3.

41bid.. hlm. 4.
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dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai
kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam figh siyasah ulama menggali
hukum-hukum Islam.

Figh siyasah adalah mempelajari segala sebab musabab, segala
masalah dan aspek yang berkaitan antara lain dengan asal-usul negara dalam
sejarah Islam, sejarah perkembangannya, organisasi dan fungsi peranannya
dalam kehidupan umats*"dan segala™sbentuk hukum peraturan dan
kebijaksanaan yang dibuat oleh penguasa.*® Sebagai ilmu ketatanegaraan
dalam Islam’ figh sivasah antara lain membicarakan tentang siapa sumber
kekuasaan, siapa pelaksana kekuasanan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana
cara-cara pelaksanaan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada
siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.

2. Ruang Lingkup Figh Siyasah

Salah satu ulama terkemukaydi Indonesia T/M. Hasbi Ash Shiddieqy
membagi ruang lingkup fig/ siyasah menjadi delapan bidang, yaitu:

a. Sipasah Dusturiyyah, Syar‘iyyah «(Politik Pembuatan Perundang-

undangan)

s

Siyasah Tasyri ‘iyyah-Syaiviyvah (Rolitik Hukum);

o

Siyasah Qada ‘yyamSyar ‘iyyahi(Rolitik Peradilan);

i

Siyasah Maliyyah Syar ‘iyyah (Politik Ekonomi dan Moneter);
e. Siyasah Idariyyah Syar ‘iyyah (Politik Administrasi Negara);

=

Siyasah Dawliyyah Syar ‘iyyah (Politik Hubungan Internasional);

g. Siyasah Tanfiziyyah Syar‘iyyah (Politik Pelaksanaan Perundang-
Undangan); dan

h. Siyasah Harbiyyah Syar ‘iyyah (Politik Peperangan).*®

Berdasarkan perbedaan diatas, pembagian figh siyasah dapat

disederhanakan menjadi pertama, politik perundang-undangan (siyasah

4] Sayuthi Pulung, Fikih Siyasah, (Yogyakarta : Ombak, 2014), hlm.29.
4Muhammad Igbal, Op.Cit., hlm. 15.
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dusturiyyah). Bagian ini meliputi kajiantentang penetapan hukum
(tasyri iyyah) oleh lembaga legislatif, peradilan (gada ‘yyah) oleh lembaga
yudikatif, dan administrasi pemerintahan (idariyyah) oleh birokrasi atau
eksekutif.

Kedua, politik luar negeri (sivasah dawliyyah). Bagian ini mencakup
hubungan keperdataan antara negara yang muslim dengan warga negara
non-muslim yang berbeda“kebangasaanvatau disebut juga hukum perdata
internasional dan hubungan diplomatik antara negara muslim dan negara
non-muslim atau disebut juga hubungan internasional.

Ketiga, politik keuangan dan moneter (sivasah maliyyah) antara lain
membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan
belanja negara, perdaganangan internasional dan kepentingan/hak-hak
publik dan perbankan.*” Objek/bahasan figh sivasah secara garis besar
adalah:

a\ peraturan dan, perundang-undangan’ negara sebagai pedoman dan
landasan idil dan mewujudkan kemaslahatan umat;

b. pengorganisasian dafn pengaturan’ uatuk mewujudkan kemaslahatan;
dan

c. mengatur hubungan antarapenguasa dan rakyat serta hak dan
kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan negara.*s
Beberapa ahli kenegaraan Islam membagi ruang lingkup figh siya>sah

atas beberapa bagian:

a. Imam al-Mawardi, ahli fikih Madzhab Syafi“i dan negarawan pada
masa Dinasti Abbasiyah, dalam bukunya al-Ahkam al-Sultaniyyah
mengatakan bahwsannya ruang lingkup fikih siyasah mencakup lima
bagian, yakni politik perundang—undangan (siyasah dusturiyyah),
politik moneter (sivasah maliyyah), politik peradilan (siyasah

4TIbid., hlm. 15-16.
48] Sayuthi Pulung, Op.Cit, him. 31.
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qada ‘iyyah), politik peperangan (siyasah harbiyyah), dan politik

administrsasi (siyasah idariyyah).

b. Sementara Ibnu Taimiyyah dalam bukunya membagi figh siyasah atas
tiga bagian yakni politik administrasi, politik moneter, dan politik luar
negeri.

c. Dan Hasbi al-Siddieqy, ahli hukum Indonesia membaginya atas
delapan hukum, yaitu“politik perundang-undangan, penetapan syariah
atau hukum, peradilan, ‘moneter, administrasi, luar negeri,
pelaksanaan undang-undang, dan peperangan.*

Dalam kajian figh sivasah pembagian kekuasaan terbagi menjadi tiga
yaitu’ pertama, al-sultah al-tasyri‘iyyah (legislatif) yaitu kekuasaan
pemerintahan Islam dalam membuat dan menetakan hukum. Kedua, al-
sultah al-tanfiziyyah (eksekutif) ‘vaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam
pelaksana ketetapan thukum. Ketiga, al-sultah al-qada ‘iyyah (yudikatif)
yaitu kekuasaaan pemerintah [slam dalam pengawasan ketetapan hukum.

3. Prinsip-Prinsip
a. Prinsip dari Al-Quran®’

1) Kedudukan manusia:diatas-Bumi
RS s Belay ) Al 08 35
Artinya: “ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para

Malaikat: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah
di muka bumi." (QS.Al-Baqarah [2] : 30).°!

#Sahal Mahfudz, Figih Sosial Antara Konsep dan Implementasi, (Surabaya: Khalista,
2007), hlm.576.

30J Sayuthi Pulung, Op.Cit., him.5.

SDepartemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Bandung: Cordoba
Internasional Indonesia, 2016), hlm. 6.
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2) Prinsip manusia sebagai yang satu

. asy al cu G
Artinya: “manusia itu adalah umat yang satu.” (QS. Al-Bagarah [2]
:213)70. Bahwa manusia dari zaman nabi Adam sampai zaman
nabi Nuh beriman kepada Allah, kemudian mereka mulai
berselisth. Maka Allah \mengutus paraNabi untuk memberi
petunjuk bagiemanusia, agar mereka dapat memberi keputusan
pada apa yang diperselisihkan manusia. manusia itu adalah satu
umat yang bersepakat atas jalan yang benar, yaitu keimanan
kepada Allah.>>

3) Prinsip menegakkan kepastian hukum dan keadilan
) 1837

a8 Gl i A 18] 5T ) sl 1455 ¢ eS)Ah =g

<

e,

Artinya: “Sesungguhniya-Allah 'menyuyruh kamu menyampaikan
amanat kepada yang lberhak menerimanya, dan. (menyuruh kamu)
apabila menetapkan ‘hukufi..di ‘antara manusia supaya kamu
menetapkan dengan.adil.’(QS;An-Nisa [4] : 58).>°
4) Prinsip kepemimpinan

R AT 195 STl 1 skl T3l fall Gl
Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah
Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.” (QS. An-Nisa [4] :
59).3

S21bid., him 33.
531bid., him 87.
S41bid., him 87.
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5) Prinsip musyawarah
85 Lass s (555 b 5l B 0l 1520805 34300 el
Artinya:”Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi)
seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka
(diputuskan) dengan imusyawarat antara mereka; dan mereka
menafkahkan'Sebagian dari rezki yang Kami berikan
kepada mereka.”(QS. Asy-Syura [42] : 38).%
6) Prinsip persatuan dan persaudaraan
S ) B SEUR P SRR R
Artinya: “orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara.
sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua
saudaramu ito dan takutlahterhadap Allah; supaya kamu mendapat
rahmat.”(QS.Al-Hujufat [49)] : 10).%2
7) Prinsip persamaan
G5 135 e Ry o 85 B S8 (1 2 1,87 o0 L
O Al & BRDYTS = 0 feS Sa Al 1,85 Thas 103K Vs L
L5 e
Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan mu
yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya
Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah
memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.
dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan)

nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah)

55Ibid., hlm 487.
561bid., him 77.
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hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan
mengawasi kamu.”(QS. An-Nisa [4] : 1).%7

8) Prinsip hidup bertetangga/hubungan antar-negara bertetangga

sl AT Lu.u;\ u.mljll_aj T Dlem A \‘5SJMU Vi &l 1sNels

T el il gd el cpally (Al
Artinya: “sembahlah Allahhdan janganlah kamu mempersekutukan-
Nya dengansSesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang
ibu-bapa, | karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin,
tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh,..”(QS. An-Nisa [4]:
36).%8

9) Prinsip tolong menolong dan membela yang lemah

25 2

SOei® NN T L AR
Artinya: “Dan tolong-menolonglah” kamu dalam (mengerjakan)
kebajikan,danytakwa) dan jangan telong menolong dalam berbuat
dosa dan pelanggaran.” (QS. AlMa-idah [5] : 2).
10) Prinsip perdamaianidan peperangan/hubungan intérnasional
Alaf ol A ARG e 0855 Ll 2680 L T Ak )5
Artinya:”Danjika mercka condong kepada perdamaian, Maka
condongiah~kepadanya,dan-bertawakkallah kepada Allah. (QS.
Al-Anfal [8] :'61).%

ol a9 1 5 153565 ¥ 5 2005 (ol 1 e 3 1055
Artiny: “Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang
memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas,
karena Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang
melampaui batas.”(QS. Al-Bagarah [2] : 190).%°

57Ibid., him 84.
58 Ibid., hlm 106.
9 Ibid., hlm 184.
60bid., him 29.
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11) Prinsip ekonomi dan perdagangan
Tl a3as el & sl
Artinya: ‘“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba...” (QS. Al-Baqarah [2] : 275).%!
12) Prinsip adminisytasi galam perikatan/muamalah
Uiy oKy (el (I8 AR S 8 LS Tl 2y ks e £ )
o el i i G Gl 350
Artinya:' “jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak
secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis,
Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh
yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai
sebagian yang. lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu
menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa
kepada Allah Tuhanfiya.’(QS. Al-Baqafah [2] : 283).6>
13) Prinsip membela negara
Voo b Ny, 28 e A8 5 Uity Ll IS8 55l 1,2 )
ol 8 (b K Ll &5
Artinya: “jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya
Allah menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan digantinya
(kamu) dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan dapat
memberi kemudharatan kepada-Nya sedikitpun. Allah Maha
Kuasa atas segala sesuatu.”’(QS. At-Tawbah [9] : 39).°

611bid., him 47.
621bid., him 49.
63Ibid., him 193.
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14) Prinsip hak untuk hidup
s 3 asfha O 0as SAIL ) AT 25 T o0 TES 5
1 slata 58 4 TR 3 o g e GLEL ~adl g
Artinya : “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan
Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang
benar. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka
Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli
warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam
membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat
pertolongan.” (QS. Al-Isra>"[17]: 33).%
15) Prinsip amal makruf'dan nahi munkar
Al e G355 Gaymally 6,58 Gl &a A 4 n A
Artinya:\‘kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk
manusia, menyutuh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang
munkar, dan beriman kepada Allah.” (QS. Ali’Imran [3] : 110).9
16). Prinsip dalam menetapkan para pejabat atau pelaksana suatu
urusan
et is }ﬂT Eadi el e A u\
Artinya: “Sesungguhnya“orang yang paling baik yang kamu
ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat

dipercaya".(QS. Al- Qhasash [28]: 26).

64Ibid., him 51.
65Ibid., him 177.
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b. Prinsip dari Hadis

1) Prinsip kebutuhan akan pemimpin
06 : 06 Lele 5 (o B0 oy 2 o 125
e 3 D 2031 1 e il e ) (5
a3 1y
Dari Abu Sa’id dan”Abu Hurairah ra., berkata : Rasulullah saw,
bersabda: (“Apabila ada tiga orang bepergian hendaklah mereka
memilih salah seorang diantara mereka aintuk menjadi pemimpin

rombongan” (H.R Abu Dawud).®

2) Prinsip tanggung jawab seorang pemimpin

o i K8 ey R G 08 08 3 il o
Ay el e ¢ 03 «T5a a5 e VG e
S, e Gl e e b RBAl (3
e de Ui K5 b

Dari Ibnu Umar, ia berkata, “ Nabi saw bersabda, “setiap kalian
adalah pemimpin, dan_sctiap kalian bertanggung jawab atas
kepemimpinannya. Pemimpin Negara adalah pemimpin, dan dia
bertanggung - jawab. Orang laki-laki adalah pemimpin atas
keluarganya, dan dia bertanggung jawab. Dan, orang wanita adalah
pemimpin atas rumah suaminya dan dia akan bertanggung jawab.
Ketahuilah bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian

bertanggung jawab atas kepemimpinannya.”(HR. Bukhari).®’

®Imam Nawawi, Terjemah Riyadhus Shalihin, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995),

hlm. 96.
9’M. Lugman As Salafi, Imam Al-Bukhari, Al-Adab Al-Mufrad, (Jakarta: Griya Ilmu,

2013), hlm.224-225.
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3) Prinsip ketaatan

e Ly oo osmm . - o oy -4y Foem o7 %

a5 ) g g el B

00z

Bersumber dari ah, dari Nabi saw, Bahwa beliau

bersabda, maka sungguh ia taat

aku, maka sungguh ia

AR-RANIRY

%Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Ringkasan Shahih Muslim, (Jakarta :Pustaka as-
Sunnah, 2008), him.877.



BAB TIGA
PERAN DINAS PUPR KOTA BANDA ACEH TERHADAP
PERBAIKAN JALAN RUSAK

A. Profil Kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh merupakan ibukota dari Provinsi Aceh. Dahulu, kota ini
bernama Kutaraja, kemudian sejak 28 Desember 1962 namanya diganti menjadi
Banda Aceh. Hari Kota‘Banda Aceh berdasarkan Peraturan Daerah Aceh Nomor
5 Tahun 1988, tanggal 22 April 1205 ditetapka sebagai hari jadi Kota Banda
Aceh.”” Nama Kutaraja diproklamirkan oleh Gubernur Hindia Belanda Van
Swieten sételah sebelumnya bernama Banda ‘Aceh. Nama itu ditabalkan pada 24
Januari | 1874 setelah Belanda berhasil menduduki istana setelah jatuhnya
kesultanan Aceh yang disahkan oleh/Gubernur Jenderal Batavia dengan resmi
yang bertanggal 16 Maret 1874. Baru, sejak 28 Desember 1962 nama kota ini
kembali berganti menjadi Keta Banda Acech sesuaidengan Keputusan Menteri
PemerintahanUmum dan Otonomi Daerah no.Des 52/1/43-43.7

Ketika terbentuk, Kota Banda Aceh baru terdiri atas dua kecamatan yakni
kecamatan Kuta Alam dengan kecamatan; Baiturrahman dengan luas wilayah
11,08 km. Kemudian berdasarkan peraturan, Pemerintah No. 5 Tahun 1983
Tentang Perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh,
Kota Banda Aceh mengalami pemekaran sehingga luas wilayah menjadi 61,36
km yang dibagi kepada empat kecamatan, yaitu: Kecamatan Kuta Alam,
Kecamatan Baiturrahman, Kecamatan Meuraxa dan Kecamatan Syiah Kuala.”!

Pada tahun 2000 terjadi pemekaran wilayah kecamatan sehingga kembali
berubah menjadi 9 kecamatan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Banda

Aceh No.8 Tahun 2000 yakni Keecamatan Kuta Alam, Kecamatan

%https://aceh.bpk.go.id/kota-banda-aceh/, (diakses pada tanggal 7 oktober 2023).

"'BPS Aceh, Banda Aceh Dalam Angka, (Banda Aceh: Badan Pusat Statistik Kota
Banda Aceh, 2015), him 13.

" Ibid.
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Baiturrahman, Kecamatan Meuraxa, Kecamatan Banda Raya, Kecamatan Jaya
Baru, Kecamatan Ulee Kareng, Kecamatan Kuta Raja, Kecamatan Lueng Bata
dan Kecamatan Syiah Kuala. Sampai dengan Desember 2014, Kota Banda Aceh
terdiri atas (9 Kecamatan, 17 kemukiman dan 90 Gampong (setingkat desa,

sesuai dengan UU NO.11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh).”

B. Implementasi Pemberlakuan' Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004
tentang Jalan di Kota Banda Aceh

Berdasarkan.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa urusan pemerintahan wajib yang
berkaitan déngan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(2) meliputi:

1. Pendidikan;

Kesehatan;
Pekerjaan umum dan penataanwruang;

Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan

VISR

. Sosial.

Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pasal 16
ayat (1) menyatakan bahwa . wewenang. pemerintah kabupaten dalam
penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa,
ayat (2) menyatakan bahwa wewenang pemerintah kota dalam penyelenggaraan
jalan meliputi penyelenggaraan jalan kota, ayat (3) menyatakan bahwa
wewenang penyelenggaraan jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa
sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pengaturan, pembinaan,
pembangunan, dan pengawasan, dan ayat (4) menyatakan bahwa dalam hal
pemerintah kabupaten/kota belum dapat melaksanakan sebagian wewenangnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah kabupaten/kota

dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada pemerintah provinsi.

Ibid.
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Jalan merupakan salah satu bidang yang di desentralisasikan oleh
Pemerintah Pusat sehingga pengelolaan jalan dilakukan oleh Pemerintah Daerah
sesuai dengan status jalan yang ditetapkan. Adapun kewenangan dalam
memperbaiki jalan yang rusak dengan status jalan kota di Kota Banda Aceh
merupakan kewenangan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Banda Aceh. Adapun kewajiban Penyelenggara Jalan untuk memperbaiki segera
jalan rusak sebagaimana amanat pada Pasal.24 Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa:

(1) Penyélenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan
yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

(2) Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan jalan yang rusak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelanggara jalan wajib
memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak untuk mencegah
terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Kewajiban pemerintah sebagai penyelenggaran jalan sebagaimna
tercantum dalam Pasal 238 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintasdan Angkutan, Jalan yang menerangkan bahwa (1) Pemerintah
menyediakan dan/atau memperbaiki pemgaturan, sarana, dan Prasarana Lalu
Lintas yang menjadi penyebab kecelakaan. (2) Pemerintah menyediakan alokasi
dana untuk pencegahan dan-penanganan-Kecelakaan Lalu Lintas. Kewajiban
penyelenggaran jalan.tidak hanya menjaga keamanan dalam pengguanaan jalan
saja, melainkan termasuk pula dalam memperbaiki jalan rusak yang dapat
menyebabkan terjadinya kecelakaan dan korban jiwa.

Dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 42 Tahun 2016 tentang
Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menyatakan Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan
Pemerintahan Kota Banda Aceh dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang
berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas pembantuan dan

tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan
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peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun dalam menyenggarakan

tugas Dinas PUPR Kota Banda Aceh menyelenggarakan fungsi:

1.

Perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan, dan penetapan standar

pedoman di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;

. Penyediaan dukungan/bantuan untuk kerja sama antar kecamatan dalam

pengembangan prasarana dan sarana wilayah,;

. Penyediaan dukungan/bantuan untuke.pengelolaan sumber daya air

permukaan, pelaksanaan eksploitasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi

dan drainase, jaringan jalan dan jembatan, serta keciptakaryaan;

. Pembérian rekomendasi atas pemanfaatan ruang milik jalan dan

jembatan Kota Banda Aceh, mengubah ataupun membongkar bangunan-

bangunan, saluran irigasi dan seluruh aset dibidang pekerjaan umum;

. Pelaksanaan pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi beserta

bangunan pelengkapnya, jalampdan jembatan beserta simpul-simpulnya

serta keciptakaryaan;

. PelakSanaan pembinaan;, pengendalian, pengawasany, dan koordinasi

dalam pengelolaan atas air atau’sumbei-sumber air, jalan dan jembatan

serta bangunan;

. Perumusan kebtjakan koordinasy dam; pelaksanaan kegiatan sumber daya

air, jalan, jembatan, dan keciptakaryaan; dan

. Pengelolaan ketatausahaan dan administrasi perkantoran.

Dalam konteks sosial peran diartikan sebagai karakteristik fungsi dalam

suatu struktur sosial yang dilakukan ketika seseorang menyandang suatu posisi.

Batasan peran seorang aktor dirancang oleh aktor lain, yang sama-sama

berupaya unjuk peran atau role performance pada sebuah pentas drama.”

Soerjono Soekanto juga memaparkan bahwa peran adalah aspek dinamis yaitu

3Edy Suhardono, Teori peran (Konsep, Derivasi, dan Implikasinya), (Jakarta:

Gramedia Pustaka Utama, 1994), him. 3
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kedudukan atau berupa status, seseorang yang dikatakan menjalankan peranan
dapat dilihat dari tindakannya dalam melaksanakan hak dan kewajiban.’™

Berdasarkan status jalan, Kota Banda Aceh terdapat jalan nasional yang
kewenangan pengelolaannya berada pada Balai Jalan Nasional, jalan provinsi
yang kewenangan pengelolaannya berada pada Dinas PUPR Provinsi, dan jalan
kota/kabupaten yang kewenangan pengelolaannya berada pada Dinas PUPR
Kota/Kabupaten. Dalam _menentukan siapa, yang memiliki peran dan
kewenangan dalam memperbaiki jalan yang rusak harus dilihat terlebih dahulu
status jalan tersebut apakah termasuk kedalam jalan” nasienal, jalan provinsi,
ataupun jalan kabupaten/kota. Jalan rusak yang ada di Kota Banda Aceh seperti
Jalan Teuku Nyak Arif yang berada di Lamnyong dan Jalan T. Panglima Nyak
Makam yang berada di Ulee Kareng sejatinya jika dilihat secara wilayah hukum
memang berada di Kota Banda Aceh' Namun perlu diketahui terlebih dahulu
status jalan tersebut. ‘Jalan tersebut merupakan jalan provinsi yang
pengelolaannya berada pada, Dinas PUPR Previnsi Aceh dan bukan menjadi
tanggungjawab dari Dinas PUPR" Kota Banda Aceh dalammmemperbaikinya.
Berikut data Panjang jalan menurut keadisijalan di wilayah Kota Banda Aceh.

Tabel-‘Grafik 1
Data Panjang Jalan Menurut, Kondisi Jalan di Wilayah

800
569.78 569.78 580.46
600
400
200
31.4713.98 31.4713.98 30.47 4.98
O — — —
2017 2018 2019

M Baik M Rusak Rusak Berat

Sumber: Open Data Banda Aceh, 2022

74 Soerjono Soekanto, Teori Peranan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 243



43

Adapun berdasarkan tabel di atas bahwa kondisi jalan di wilayah Kota
Banda Aceh (jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kota) tahun 2017 jalan
dengan kondisi baik sepanjang 569,78 Km, jalan rusak sepanjang 31,47 Km, dan
jalan rusak parah sepanjang 13,98 Km. Sedangkan tahun 2018 kondisi jalan
baik, rusak dan rusak berat jumlahnya tetap seperti pada tahun 2017. Sedangkan
tahun 2019 kondisi jalan baik naik menjadi 580,46 Km, jalan rusak menurun
30,47 Km, dan jalan rusak berat'menurut menjadi 4,98 Km.

Adapun peran Dinas PUPR Kota Banda Aceh dalam menanggulangi
kerusakan infrastruktun jalan di Kota Banda Aceh dimana peran pemerintah
adalah sebagai penjaga keamanan, ketertiban, dan pengembangan. Namun,
terdapat«pula suatu cara dalam pelaksanaan peranan pemerintah yang
memberikan kepada pemerintah’ kota sebagai pendorong inisiatif usaha
pembaharuan dan pembangunan., Peranan pemerintah’ lebih sebagai pelayan
masyarkat yang tidak bertujuan memperoleh keuntungan atau profit, sehingga
haruslah, dimana lebih \mementingkan terpentthinya kepuasan pelangan dan
bukan memefiuhi apa yang meénjadi kemauad bifokrasi itu sendiri.”

Menurut Awaloeddin 'klasifikasivpeitama dalam cara pelaksanaan
peranan pemetintah, yaitu:

a. Fungsi pengaturan, datam jhal ini dapat di subklasifisir yaitu penentuan
kebijakan, pemberian pengarahan dan bimbingan, pengaturan melalui
perizinan, dan pengawasan.

b. Pemilikan sendiri dari pada usaha-usaha ekonomi atau sosial yang
penyelengaraannya dapat dilakukan sendiri atau oleh swasta.

c. Penyelengaraan sendiri dan berbagi kegiatan-kegiatan ekonomi sosial.
Klasifikasi lain dari cara pelaksanaan peranan pemerintah ini dapat

dikatakan pula pikiran dari Irving Swerdlow yang menyebutkan bahwa campur

tangan pemerintah dalam proses perkembangan kegiatan masyarakat (jika lebih

"*Nilawati, dkk, Peran Pemerintah dalam Menanggulangi Kerusakan Insfrastruktur
Jalan di Kabupaten Bone, Journal, Unismuuh, Vol. 2, nomor 5, oktober 2021, hlm. 1869.
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positif merupakan proses pembangunan), dan dapat dilakukan dengan lima cara,

yaitu:

a.

Operasi langsung (operation) pada pokoknya pemerintah menjalankan
sendiri kegiatan-kegiatan tertentu.

Pengendalian langsung (direct control) penggunaan perizinan, lisensi
(untuk kredit, kegiatan ekonomi lain), penjatahan dan lain-lain. Ini
dilakukan oleh badam=badan pemerintah yang “action laden™ (yang
berkewenangan/ dalam berbagai perizinan, alokasi, tarif dan lain-lain)
atau kalua tidak, berusaha untuk menjadi action laden.

Pengendalian tidak langsung (indirect control) cara dengan memberikan
pengaturan dan syarat-syarat, misalnya pengaturan penggunaan dana
devisa tertentu diperbolehkan asal untuk daftar barang tertentu.
Pemengaruhan langsung (direct influence) disini dilakukan caraa
persuasive dan naschat, misaluya saja supaya golongan masyarakat
tertentu dapat turut menghubungkan diri dalam koperasi tertentu, atau
ikut jadi akseptor program keliarga berencana.

Pemengaruhan tidakwlangsung< (indirect influence) ini adalah bentuk
involvetment yang paling“tingan,misalnya hanya memberikan informasi,
menjelaskan kebijaksanaan: Contoh-contoh teladan tentang efisiensi dan
ketidak borosan. Apalagi misalnya penyuluhan dan pembinaan untuk
lebih menerima hal-hal yang baru.

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa peran pemerintah

semakin lama semakin berat dan memiliki tanggung jawab yang lebih berat

dalam melaksanakan tugasnya sebagai mana mestinya demi menyejahterkan

rakyat dan ketertiban.”®

Dinas PUPR Kota Banda Aceh memiliki peran penting dalam hal

memperbaiki infrastruktur jalan di Kota Banda Aceh dan memberikan

7SNilawati, dkk, Loc.Cit.
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pembangunan terbaik dan merata di wilayah Kota Banda Aceh. Adapun peran
pemerintah sesuai dengan fungsi, sebagai berikut:”’
a. Enterpreneur/ Regulator

Pemerintah harus memiliki peran dan bertanggung jawab dalam
melaksanakan  usaha-usaha  dalam  menanggulangi  kerusakan
infrastruktur jalan di Kota Banda Aceh. Dinas PUPR Kota Banda Aceh
sebagai perpanjang_tugas dang fungsi, Pemerintah Kota Banda Aceh
selama ini sudah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai
penyelenggara sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 38 Tahun
2004 tentang Jalan.

Adapun jalan yang berada secara wilayah hukum Kota Banda Aceh
tidak semua jalan tersebut menjadi tanggung jawab dari Dinas PUPR
Kota Banda Aceh sebagai pihak penyelanggaranya khususnya dalam
memperbaikinya. ‘Dalam memperbaikinya hatus menentukan terlebih
dahulu status jalan yang rusak itu apakah téermasuk jalan kota ataupun
bukan (jalan nasional dan provinsi)l Adapun dalam ‘menentukan status
jalan rusak Tim Reksiy Cepat (FRC)"pada Bina Marga Dinas PUPR Kota
Banda'Aceh menurunkai tifn/'survey.untuk mengecek kondisi jalan dan
mendata ‘untuk memperoleh sestimasi kebutuhan bahan dan anggaran.
Mengenai |jalan-jalan mana saja yang rusak informasinya diperoleh
melalui aduan masyarakat melalui whatsapp dan Instagram milik Dinas
PUPR Kota Banda Aceh. Masyarakat juga bisa melaporkan adanya jalan
rusak pada esismesget milik Pemerintah Kota Banda Aceh dan aduan
tersebut akan diteruskan kepada Dinas PUPR Kota Banda Aceh.”

Tim Reksi Cepat (TRC) pada Bina Marga Dinas PUPR Kota Banda

Aceh melakukan secepat mungkin dalam memperbaiki infrastruktur jalan

""Misqal Novio Reza, Tim Reksi Cepat Bina Marga PUPR Kota Banda Aceh,
Wawancara, Tanggal 13 April 2022.

8Misqal Novio Reza, Tim Reksi Cepat Bina Marga PUPR Kota Banda Aceh,
Wawancara, Tanggal 13 April 2022.
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yang rusak agar tidak menimbulkan korban jiwa. Tidak semua
laporan/aduan masyarakat mengenai jalan rusak di Kota Banda Aceh
langsung diperbaiki, namun Dinas PUPR Kota Banda Aceh akan
menentukan terlebih dahulu jalan yang menjadi prioritas yang harus
diperbaiki segera misalnya jalan tersebut sering dilintasi masyarakat dan
dekat dengan pemukiman masyarakatat padat dan prioritas kedua yaitu
jalan yang memiliki_fungsi kolektor.
. Koordinator

Peraft pemerintah dalam membuat kebijakan pembangunan, agar
para 4masyarkat ikut terlibat| dalam  pembangunan, dan perbaikan
infrastruktur jalan di Kota Banda Acch. Keterlibatan masyarakaat dalam
pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan di Kota Banda Aceh
dapat dilihat saat diadakan musyrembang karena dengan adanya kegiatan
musyrembang masyarakat dapat memasukan usulan-usulan atau saran-
saran yang dapatmenambah Wawasan.
. Fasilitator

Peran pemerintah untuk, lebihimemperhatikan penyediaan dalam
maksud memberikan fasilitas<yang.sewajarnya agar pemerintah kota
melakukan percepatanperbaikan infrastruktur jalan di Kota Banda Aceh.
Dalam penyedian fasilitas pembangunan dan perbaikan dapat dilihat
terdahulu pembangunan dan perbaikan seperti apa yang akan dikerjakan
karena dalam pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan berbeda-
beda penanganannya, maka dari itu dikenali dahulu terutama status jalan
tersebut untuk menentukan kewenangan penyelenggaran ada pada pihak
Balai Jalan Nasional, Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kota Banda
Aceh. Dalam melakukan perbaikan terhadap infrastruktur jalan dapat

melibatkan pihak ketiga dalam memperbaiki jalan rusak tersebut.
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C. Kendala yang Dihadapi terhadap Perbaikan Jalan di Kota Banda Aceh
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Tim Reksi Cepat
(TRC) pada Bina Marga Dinas PUPR Kota Banda Aceh yang menjadi
penyelanggara jalan kota di Kota Banda Aceh ditemukan kendala dalam
melakukan perbaikan jalan, sebagai berikut:”
a. Terbatasnya Dana OperasionalflDalam Memperbaiki Jalan Rusak
Dana menjadi_faktor penghambat=Dinas PUPR Kota Banda Aceh
belum memperbaiki jalan yang statusnya penyelenggaraannya ada pada
Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas PUPR, Kota Banda Aceh.
Terbatasnya dana dalam memperbaiki jalan yang rusak timbah jalan
yang akan dilakukan perbaikan juga cukup besar menjadi salah satu
penghambat dalam memperbaiki jalan' menjadi tidak lancar. Ditambah
juga dengan adanya pandemi Covid-19 dimana banyak dana yang
diperuntukan dalam memperbaiki jalan yang rusak harus dialihkan untuk
menangani wabah tegsebut: Sedangkandjalan yang rusak tiap bulannya
bertambah jumlahnya dan dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas.
Ditambah lagi untuk memperbaiki-jalan yang rusak apalagi dengan
kondisi rusak sedang hifigga//parali-harus melewati tahap yang begitu
Panjang ‘butuh 2-34 tahung mulai; melakukan perencanaan, pengajuan
anggaran ke Badan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh hingga ke
Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh sedangkan kondisi jalan
rusak tersebut selalu bertambah.
b. Kurangnya SDM
Jalan rusak dengan status jalan Kota Banda Aceh merupakan
kewenangan dari Dinas PUPR Kota Banda Aceh sebagai penyelanggara
jalan dalam memperbaiki jalan tersebut. Pada Dinas PUPR Kota Banda
Aceh sebenarnya sudah ada tim khusus yaitu Tim Reksi Cepat (TRC)

"Misqal Novio Reza, Tim Reksi Cepat Bina Marga PUPR Kota Banda Aceh,
Wawancara, Tanggal 13 April 2022.
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Bina Marga pada Dinas PUPR Kota Banda Aceh sebagai pihak yang
akan melaksanakan perbaikan jalan yang rusak dengan status jalan kota.
Namun, Tim TRC tersebut hanya berjumlah 10 (sepuluh) orang tidak
sebanding dengan jumlah kerusakan jalan yang sudah ada.

Tim TRC akan melakukan survey-survey jalan status kota yang ada
di Kota Banda Aceh untuk®menentukan kebutuhan anggaran dan
menetapkan prioritasedalam memperbaiki jalan tersebut. Terbatasnya
jumlah SDM yang dimiliki pula juga pastinya mempengaruhi dengan
kinerja yang dihasilkan pula.
. Peralatan Belum Memadai

Hingga saat ini, Dinas PUPR| Kota Banda Aceh belum memiliki
AMP (alat masak aspal) hal ini menjadi salah satu faktor penyebab Dinas
PUPR Kota Banda Aceh tidak menyegerakan dalam memperbaiki jalan
yang rusak. Adapun untuk jalan yang rusak/seperti memiliki lobang
kerusakan berdiameter 20-30 em masih/bisa‘ditangani dengan peralatan
yangddimiliki Dinas PUPR "Kota Banda"Aceh. Namunpuntuk jalan yang
rusak sedang hingga parah untuk memperbaikinya dibutuhkan peralatan
yang ‘memadai seperti® AMP.=dadi untuk kerusakan parah harus
dianggarkan dahulu hinggaimmenjadi paket lelang nantinya. Karena, AMP
hanya dimiliki-oleh kontraktor swasta.
. Banyak Kendaraan Berat yang Melintasi Jalan

Peristiwa alam yaitu Tsunami yang menerjang Aceh dan dunia pada
26 Desember 2004 juga mengakibatkan banyaknya jalan aspal yang
berada di Kota Banda Aceh menjadi rusak parah. Namun, berkat bantuan
internasional dan masyarakt dunia jalan khususnya di Banda Aceh
diperbaiki dengan dilakukan aspal menyeluruh dari tahun 2006 hingga
2009. Namun, aspal sendiri memiliki masa daya tahan hanya mencapai 5
(lima) tahun saja. Lewat dari masa dayanya aspal tidak mampu lagi

menahan beban yang ada padanya dan mengakibatkan jalan menjadi
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rusak. Ditambah lagi dengan seringnya dilintasi kendaraan bermuatan

berat seperti truk yang mengangkut batu dan tanah yang mempercepat

jalan menjadi tambah rusak.°
. Status Jalan Rusak Bukan Menjadi Kewenangan PUPR Kota Banda

Aceh

Berdasarkan status jalan, &Kota Banda Aceh terdapat jalan nasional

yang kewenangan pengelolaannya berada pada Balai Jalan Nasional,

jalan provinsi yang kewenangan pengelolaannya berada pada Dinas

PUPR Provinsi, dan jalan kota/kabupaten ‘yang kewenangan
pengelolaannya berada pada Dinas PUPR Kota/Kabupaten. Adapun
Peraturan Menteri PUPR Nomor '13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara
Pemeliharaan dan Penilikan Jalan, telah membagi atas kewenangan
terhadap penyclenggaraan jalan dengan status jalan negara, provinsi, dan
kabupaten/ kota dalam melakukan penyglenggaraan jalan khususnya
penyelenggaraan jalan rusak; dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel2:

Penanggung Jawab terhadap Penyelenggaraan Jalan

Perencanaan/ Sumber
Status Jalan | Fungsi-Jaian Penentuan Pelaksana .
Pembiayaan
Sasanan
KP2 Kem;%e“an Pemda TK 1 APBA
Provinsi Kementerian

KP3 PU Pemda TK I APBA
Kabupaten LP. KP4 Kem;rée“an Pemda TK II APBK
AS.KS.LS Pemda TK II Pemda TK II APBK
Kota Madya AS.KS.LS Pemda TK 11 Pemda TK 11 APBK

Sumber: Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2011
Catatan: KP2 =Kolektor Primer yang meghubungkan Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota
KP3 = Kolektor Primer yang menghubungkan Kabupaten/Kota
KP4 = Kolektor Primer diluar KP2-KP3
AS = Arteri Sekunder
KS =Kolektor Sekunder
LS = Lokal Sekunder

8 Yusri Abidin, Kepala Desa Ateuk Jawo, Wawancara, Tanggal 6 April 2022.
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Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Pemerintah Provinsi
memiliki kewenangan sebagai pelaksana atas penyelenggara jalan
dengan status jalan provinsi dengan sumber biaya dari APBA. Adapun
Pemerintah Kabupaten/ Kota Madya memiliki kewenangan sebagai
pelaksana atas penyelenggaraan jalan khususnya jalan rusak dengan
status jalan kabupaten/ kotasdmadya dengan sumber biaya dari APBK.
Berdasarkan tabel.di” atas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota
Banda Aceh melalui Dinas PUPR Banda Aceh memiliki kewenangan
sebagaifpelaksana atas penyelenggaraan jalan rusak dengan status jalan
kota di Kota Banda Aceh.

Adapun dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan,jalan rusak
dengan status jalan kota di Kota Banda Aceh. Pemerintah Kota Banda
Aceh dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentafig Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan ‘dan<Pasal 62 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 _tentang Jalan, menetapkan Keputusan
Walikota Banda Aceh' Nomor 221A Tahun 2010 tentang Penetapan
Revisi “Status Ruas-Ruas Jalan “Sebagai Jalan Kota. Adapun dalam
Peraturan' Walikota® Banda “Aceh ‘telah menetapkan ruas-ruas jalan
sebagai jalan kota yang pelaksanaan kegiatan penyelenggaraannya
berada pada Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas PUPR Banda
Aceh, sebagai berikut:
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Tabel 3.

Jalan Kota yang Menjadi Tanggung Jawab
Pemerintah Kota Banda Aceh (Pemda TK IT)

Nomor Nama Ruas Panjang (Km)
Ruas
067 Jalan Tanggul 0,740
128 Jalan Angsa 1,580
Total Ruas Jalan Kewenangan Pemerintah Kota Banda Aceh 707,343

Sumber: Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 221A Tahun 2010 tentang Penetapan
Revisi Status Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Kota

Adapun berdasarkan tabel diatas bahwa Jalan Tanggul dan Jalan
Angsa yang menjadi objek penelitian, merupakan jalan ‘dengan status
jalan kota yang kewenangan pelaksanaan atas penyelenggaraannya
berada di Pemerinta Kota Banda Aceh melalui Dinas PUPR Banda Aceh.

Banyak aduan dari masyarakat Kota /Banda Aceh mengenai jalan
yang rusak bukamlahymerupakan:jalansyang menjadi kewenangan dari
Dinas’PUPR Kota Banda Aceh:Jadi sefing ditemukan,masyarakat yang
melaporkan namun status jalanteérsebut bukanlah kewenangan dari Dinas
PUPR"Kota Banda Aceh: Karenabukan kewenangannya, pastilah jalan
tersebut tidak kunjung: diperbaiki; namun masyarakat tetap saja selalu
melaporkan kepada Dinas PUPR Kota Banda Aceh terhadap adanya
jalan yang rusak di Kota Banda Aceh. Memang secara administatif jalan
tersebut memang berada pada wilayah Kota Banda Aceh, namun jika
dilihat dari status jalan tersebut bukanlah menjadi kewenangan dari
Dinas PUPR Kota Banda Aceh untuk memperbaikinya. Sering sekali
masyarakat yang datang marah-marah ke Dinas PUPR Kota Banda Aceh
untuk melaporkan adanya jalan yang rusak bahkan ada yang memakan
korban jiwa. Dalam merespon laporan masyarakat mengenai jalan rusak
Dinas PUPR Kota Banda Aceh selalu berkoordinasi dengan Dinas PUPR

Provinsi Aceh mengenai jalan rusak seperti yang berada di Lamnyong
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dan Ulee Kareng yang merupakan kewenangan dari Dinas PUPR
Provinsi Aceh untuk memperbaikinya. Namun, Dinas PUPR Kota Banda
Aceh dalam merespon laporan masyarakat kalanya memperbaiki jalan
yang rusak walaupun status jalan tersebut merupakan jalan provinsi atau

jalan nasional namun dengan kerusakan yang tidak parah sekali.

D. Analisis

Kerusakan infrastruktur jalan yang berada di Kota Banda Aceh setiap
tahunnya menjadi masalah yang terus-menerus ditemukan masyarakat pada
jalan di Kota Banda Aceh. Masyarakat hanya menuntut untukisegera dilakukan
perbaikan jalan yang rusak tanpa pernah mengetahui apakah jalan yang rusak
tersebut menjadi kewenangan penyeclanggarannya pada Dinas PUPR Kota
Banda Aceh. Hal ini dapat kita lihat pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua atasaUndang-Undang Nomor 38 Tahun 2004
tentang Jalan, Pasal 16 ayat(2) menyatakan bahwa‘wewenang pemerintah kota
dalam penyelenggaraan jalan .meliputi penyelenggaraan jalan kota, ayat (3)
menyatakan bahwa wewenang penyelenggaiaan jalan kabupaten, jalan kota,
dan jalan desa sebagaimana <pada;ayat(L). dan ayat (2) meliputi pengaturan,
pembinaan, pembangunan, dan pengawasany dan ayat (4) menyatakan bahwa
dalam hal pemerintah kabupaten/kota belum dapat melaksanakan sebagian
wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah
kabupaten/kota dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada pemerintah
provinsi.

Adapun dalam memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak dalam hal ini
Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh memiliki peran yang sangat penting dalam
memperbaiki infrastruktur jalan dengan status jalan kota di Kota Banda Aceh.

Penulis melihat bahwa, Dinas PUPR Kota Banda Aceh sudah

menunjukkan perannya sebagai penyelanggara terhadap jalan dengan status
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jalan kota di Kota Banda Aceh walaupun masih terdapat sejumlah kendala.
Saat ini, Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Tim Reksi Cepat pada Bina
Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh
terus berupaya untuk menyelenggarakan perbaikan jalan pada jalan yang rusak
dengan status jalan kota di Kota Banda Aceh walaupun masih menemukan

hambatan di lapangan seperti /ana operasional dalam memperbaiki

infrastruktur jalan yang rus ing_dengan kerusakan jalan yang

ditemukan tim Su Aceh dan laporan dari

masyarakat.

AR-RANIRY



BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari penjelasan pada bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan
sebagai berikut:

1. Pemerintah KotasBanda Aceh melalui, Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh memiliki peran yang
sangat penting dalam memperbaiki infrastfukturijalan dengan status
jalan kota di Kota Banda Aceh. Dinas PUPR Kota Banda Aceh sudah
menunjukkan perannya sebagai penyelanggara terhadapyjalan dengan
status jalan kota di Kota Banda 'Aceh walaupun masih terdapat
sejumlah kendala. Masyarakat atau pemakai jalan juga berperan
penting dalam menjaga iaffastruktur jalan di Kota Banda Aceh salah
satunya dengan mengikuti peraturansdengan cara tidak melewati jalan
dengan muatan barang,yang mclewati batas.

2. Kendala Dinas PUPR KotaBanda Aceh dalam melakukan perbaikan
jalan di Wilayah Hukum:Kota"Banda Aceh yaitu:

a. Terbatasnya dana-operasionalidalam memperbaiki jalan rusak;
b. Kurangnya SDM;
Peralatan belum memadai;
d. Banyak kendaraan berat yang melintasi jalan; dan
e. Status jalan rusak bukan menjadi kewenagan PUPR Kota Banda

Aceh dalam memperbaiki jalan rusak tersebut.

B. Saran
Adapun saran yang dapat dikembangkan adalah:
1. Disarankan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)

Kota Banda Aceh untuk tetap memaksimalkan kinerjanya dalam
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melakukan perbaikan jalan rusak di Kota Banda Aceh dengan
melibatkan masyarakat sebagai pemakai jalan untuk tetap bersama-
sama memelihara jalan.

. Disarankan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
Kota Banda Aceh meningkatkan monitoring, evaluasi secara berkala

terhadap pelaksanaan pekerjaan di lapangan yang diwujudkan dalam

bentuk pertemuan melakukan koordinasi dengan

sehingga kebutuhan dana
capai pelaksanaan

mi kesejahteraan
erensi bagi

bagi semua

AR-RANIRY
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Lampiran 3. Instrumen Wawancara

Protokol Wawancara

Judul : Implementasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun
2004 tentang Jalan di Kota Banda Aceh

Waktu Wawancara : 13:15 #Selesai

Hari/ Tanggal »Rabu/ 13 April 2023

Tempat : Dinas PUPR Banda Aceh

Pewawancara : Muhammad Al Kaushar

Orang yang Diwawancarai : Misqal Novio Reza, S.T., M.T.
Jabatan : Ahli Muda Teknik Jalan dan Jembatan

Daftar Pertanyaan

1.

Berdasarkan klasifikasi fungsi jalan raya, jalan yang mana saja yang menjadi

kewenangan dari Dinas PUPR Kota,Banda Acgh untuk memperbaikinya?

. Berapa lama waktu yang,dibutuhkan Dinas’PUPR Kota Banda Aceh untuk

memperbaiki jalan yang mengalami keérmuSakan berdasarkan dari laporan
masyarakat atau perangkat /desa sctempat? (waktu dari diterimanya laporan
dari masyarakat sampai aksi:mielakukan perbaikan, birokrasinya berapa

lama)

. Apa yang menjadi kendala Dinas PUPR Kota Banda Aceh dalam

memperbaiki jalan rusak merupakan kewenangannya dalam memperbaiki

jalan tersebut?

. Ketika Dinas PUPR Kota Banda Aceh mengalami kendala dalam

memperbaiki jalan misalnya belum tersedia dana, dikarenakan menerima
laporan masyrakat di akhir tahun dan secara aturan jalan tersebut baru bisa
diperbaiki pada tahun depan, apa yang akan dilakukan Dinas PUPR Kota
Banda Aceh dalam menyiasati jalan yang rusak tersebut? (kira-kira apa ya,
apa Dinas PUPR menambal jalan dengan cor beton, membuat papan awas

jalan berlubang atau tindakan apa?)
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. Setiap tahun berapa jalan yang diperbaiki Dinas PUPR Kota Banda Aceh
pada satuan KM/M?

. Apa faktor yang menyebabkan jalan menjadi rusak? Misalnya jalan yang
menjadi objek penelitian saya yakni Jalan Tanggul di Gp. Batoh, Kecamatan
Lueng Bata?

. Sering ditemukan jalan yang rusak yang bukan menjadi kewenangan dari

Dinas PUPR Kota Banda.#

erbaikinnya, seperti jalan Teuku
ak Makam, Ulee Kareng,
namun dalag - ; ah kota Banda Aceh

PR Kota Banda

yang rusak

dengan cara

Dinas PUPR

AR-RANIRY
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Protokol Wawancara

Judul : Implementasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun

2004 tentang Jalan di Kota Banda Aceh

Waktu Wawancara : 11:30 - Selesai

Hari/ Tanggal : Rabu/ 6 April 2023

Tempat : Kantor'Geuchik Ateuk Jawo
Pewawancara » Muhammad Al Kaushar

Orang yang Diwawancarai  : Yusri Abidin

Jabatan : Geuchik Gampong Ateuk Jawo
Daftar Pertanyaan
1. Sebelumnya, apakah bapak/ibu mengetahui bahwa jalan angsa,yang terletak

di gp. Ateuk Jawo merupakan  jalan, kolektor primer yang menjadi
kewenangan dari Dinas PUPR Kota Banda Aceh untuk memperbaikinya jika

mengalami kerusakan?

. Apakah jalan angsa,yang terletak di Gp./Ateuk Jawo sering mengalami

kerusakan?

. Apa penyebab jalan angsa yang terletak.di Gp. Ateuk Jawo mengalami

kerusakan?

. Apa yang Bapak/ibu lakukan sebagai geuchik/kepala desa gp. Ateuk Jawo

dalam melihat persoalan jalan rusak yang berada di wilayah bapak/ibu?
(misalnya langsung membuat tanda jalan rusak, atau menghubungi langsung

Dinas PUPR Kota Banda Aceh untuk segera memperbaiki jalan tersebut)

. Ketika bapak/ibu melakukan pelaporan kepada Dinas PUPR Kota Banda

Aceh terhadap jalan yang rusak di wilayah tersebut, bagaimanakah respon

dari mereka?

. Berapa lama waktu birokrasi yang dibutuhkan setelah bapak/ibu melakukan

pelaporan jalan yang rusak kepada Dinas PUPR Kota Banda Aceh?
(misalnya harus menunggu 6 bulan dari diterimanya laporan, atau

bagaimana?)
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. Apakah jalan yang rusak di gampong bapak/ibu pernah memakan korban,
akibat tidak adanya tanda jalan rusak yang disediakan pihak gampong atau
PUPR?

. Apa harapan bapak/ibu khususnya pada Dinas PUPR Kota Banda Aceh
dalam memperbaiki jalan yang rusak? (apakah mempercepat birokrasi,

mempercepat untuk memperbaikinya, menyederhanakan bentuk laporan

terhadap jalan yang rusal

AR-RANIRY
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Protokol Wawancara

Judul : Implementasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun
2004 tentang Jalan di Kota Banda Aceh

Waktu Wawancara : 11:20 - Selesai

Hari/ Tanggal : Rabu/ 13 April 2023

Tempat : Kantor'Geuchik Gampong Batoh

Pewawancara » Muhammad Al Kaushar

Orang yang Diwawancarai  : Mansur
Jabatan : Sekretaris Desa
Daftar Pertanyaan

1.Sebelumnya, apakah bapak/ibu mengetahui bahwa jalan tanggul yang
terletak di gp. Batoh merupakan jalan ' kolektor primer yang menjadi
kewenangan dari Dinas PUPR Kota Banda Aceh untuk memperbaikinya jika
mengalami kerusakan?

2.Apakah jalan tanggul “yang /terletak di<Gp. Batoh sering mengalami
kerusakan?

3.Apa penyebab jalan tanggul ‘yang terletak di Gp. Batoh mengalami
kerusakan?

4.Apa yang Bapak/ibu lakukan sebagai;geuchik/kepala desa gp. Batoh dalam
melihat persoalan jalan rusak yang berada di wilayah bapak/ibu? (misalnya
langsung membuat tanda jalan rusak, atau menghubungi langsung Dinas
PUPR Kota Banda Aceh untuk segera memperbaiki jalan tersebut)

5. Ketika bapak/ibu melakukan pelaporan kepada Dinas PUPR Kota Banda
Aceh terhadap jalan yang rusak di wilayah tersebut, bagaimanakah respon
dari mereka?

6.Berapa lama waktu birokrasi yang dibutuhkan setelah bapak/ibu melakukan
pelaporan jalan yang rusak kepada Dinas PUPR Kota Banda Aceh?
(misalnya harus menunggu 6 bulan dari diterimanya laporan, atau

bagaimana?)
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7.Apakah jalan yang rusak di gampong bapak/ibu pernah memakan korban,
akibat tidak adanya tanda jalan rusak yang disediakan pihak gampong atau
PUPR?

8.Apa harapan bapak/ibu khususnya pada Dinas PUPR Kota Banda Aceh
dalam memperbaiki jalan yang rusak? (apakah mempercepat birokrasi,

mempercepat untuk memperbaikinya, menyederhanakan bentuk laporan

terhadap jalan yang rusal

AR-RANIRY




Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian

RS
|

Wawancara : Bapak Yusri Abidin
(Geuchik Gampong Ateuk Jawo)
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Lampiran 5. Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
A.Data Pribadi
1. Nama : Muhammad Al Kaushar
. Tempat/ Tanggal Lahir : Banda Aceh/ 25 Juni 1998

. Jenis Kelamin

. Pekerjaan/ NIM

N B NV P

sa Tanjung

Kabupaten
B. Data C
1. Aya
2. Ibu s
3. Pekerjaa
AR._- '
4. Alamat or 9, Desa Tanjung

Darussalam, Kabupaten

Aceh Besar.
C.Jenjang Pendidikan
1. MI : SD Negeri 57 Berabung — Lulus Tahun 2011
2. MTs : SMP Negeri 8 Banda Aceh — Lulus Tahun 2014
3. Mas : SMA Negeri 5 Banda Aceh — Lulus Tahun 2017
4. Perguruan Tinggi : Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Masuk Tahun 2017 - Sekarang



